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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 
 
 
 
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 

menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal KSDAE, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran program 

dan 9 (sembilan) indikator kinerja program sebagaimana 

tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2015, 

dimana 2 (dua) diantaranya menjadi tanggungjawab 

Direktorat Kawasan Konservasi, yaitu: 1). Nilai indeks 

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% 

(kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di 

seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)  dan 2). Jumlah KPHK 

non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi 

sebanyak 100 Unit. Seluruh indikator kinerja program 

tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan yang 

menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari 

masing-masing unit kerja mandiri di lingkup Direktorat 

Jenderal KSDAE, salah satunya adalah Kegiatan Pengelolaan 

Kawasan Konservasi. 

 

Sebagai penanggujawab Kegiatan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi, kinerja Direktorat KK diukur dari 7 (tujuh) 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Kerja 2019 dan ditetapkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Direktur KK dengan 

Dirjen KSDAE. Dokumen ini memuat pernyataan 

kesanggupan pencapaian target kinerja dan pernyataan 

pertanggungjawaban atas capaian kinerja. Ketujuh IKK dan 

tingkat capaiannya di tahun 2019 adalah sebagai berikut:  
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1. IKK 1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan 

efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai 

indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit 

KSA,KPA dan TB di seluruh Indonesia, ditargetkan 80 

unit telah tercapai 100 unit (capaian 125%) 

2. IKK 2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan 

kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat 

pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana 

Pengelolaan, tercapai sebanyak 56 dokumen dari target 

50 dokumen (capaian 112%)   

3. IKK 3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang 

dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk 

penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam 

kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha, tercapai seluas 

28.830,94 ha dari target 17.697 ha (capaian diatas 

150%) 

4. IKK 4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan 

konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 

tahun, telah realisasi sebanyak 156 desa (223 

kelompok) dari 77 desa (186 kelompok) yang 

ditargetkan (capaian diatas 150%) 

5. IKK 5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona 

tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan 

masyarakat seluas 100.000 Ha. Pada tahun 2019 telah 

realisasi seluas 503.365,73 ha dari target 13.200 ha 

yang ditetapkan (capaian diatas 150%)  

6. IKK 6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non 

taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit 

KPHK, pada tahun 2019  tercapai 106 unit dari target 60 

unit (capaian diatas 150%) 

7. IKK 7. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan 

penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang 

kehutanan di 34 Provinsi, telah terealisasi sebanyak 34 

provinsi (74 UPT) dari target 34 provinsi (74 UPT) 

(capaian 100%) 

 

Secara umum capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 

2019, yang diukur dari 7 (tujuh) IKK tersebut sebesar 

133,86% atau telah melebihi target yang ditentukan.  
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Meskipun semua target di tahun 2019 sudah tercapai, jika 

dibandingkan capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 

2018 terjadi penurunan sebesar 9% dari 142,86% menjadi 

133,86%. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi 

dalam mewujudkan capaian kinerja tahun 2019 

diantaranya adalah dinamika pembangunan daerah, 

tingginya tekanan kawasan, terbatasnya sumber daya 

(dana, SDM, dll), masih  kurangnya NSPK/pedoman 

khususnya terkait penanganan konflik, pemberdayaan dan 

pemulihan ekosistem.  Meskipun demikian, berbagai 

langkah dan upaya strategis telah ditempuh Direktorat KK 

sehingga mampu meminimalisasi hambatan/kendala dan 

mengoptimalkan capaian kinerja. 

 

Beberapa upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan 

Direktorat KK dalam memperbaiki kinerja dan 

menghadapai tantangan ke depan, antara lain: 1). 

Memastikan pengarusutamaan (mainstreaming) dan 

kepemilikan bersama (ownership) "evaluasi efektifitas 

pengelolaan KK" pada perencanaan (perencanaan 

teknokratik dan perencanaan teknis Ditjen KSDAE) serta 

implementasinya 2). Menjadikan capaian di tahun 2015-

2019 sebagai acuan dalam menyusun strategi dan rencana 

kegiatan di periode selanjutnya, 3). Mengawal setiap 

kegiatan yang direncanakan, baik pelaksanaan di lapangan 

maupun dukungan anggarannya, 4). Meningkatkan 

komunikasi dan kerjasama dengan para pihak, dan secara 

aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

kegiatan di lapangan,  dan 5). Optimalisasi sumber daya 

yang ada untuk mencapai target secara optimal dalam 

kerangka pengelolaan kawasan konservasi yang 

berkelanjutan. 

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Direktorat KK tahun 

2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

26.319.415.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 

penyerapan anggaran mencapai Rp.24.500.376.728,- atau 

93,09%. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada 

Direktorat KK tahun 2019 dihitung dari rata-rata capaian 

kinerja (133,86%) dengan realisasi anggaran (93,09%). 

Hasilnya menunjukkan rasio efisiensi sebesar 1,43, yang 

berarti bahwa penggunaan anggaran tahun 2019 untuk 

pencapaian IKK pada Direktorat KK telah berjalan efisien 

sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, bahwa 

Laporan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi ini dapat 

disusun tepat waktu.  Laporan kinerja ini sebagai wujud 

pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas pada Direktorat 

Kawasan Konservasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah instrumen yang digunakan untuk 

memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi intansi pemerintah.  Sebagai 

institusi yang memiliki komitmen untuk memenuhi asas 

akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan 

asas tertib penyelenggaraan negara dalam seluruh 

pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

 

Capaian kinerja Direktorat Kawasan Konservasi pada Tahun 

2019 menunjukan hasil yang baik dengan rerata capain 

sebesar 133,86%. Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, 

Direktorat KK pada tahun 2019 didukung dengan anggaran 

DIPA tahun 2019 sebesar Rp. 26.319.415.000,- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp.24.500.376.728,- atau 

93,09%. 

 

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi 

Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

untuk manajemen Direktorat Kawasan Konservasi, serta 

bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan. Terima 

kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pencapaian 

target tahun 2019 serta seluruh pihak yang mendukung 

tersusunnya dokumen ini. Semoga kinerja Direktorat KK 

semakin meningkat setiap tahunnya. Amiin. 

 

  

Jakarta,    Januari 2019 

Direktur Kawasan Konservasi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum 

NIP. 19690821 199803 2 001 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Profil Direktorat Kawasan Konservasi 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, konservasi kawasan merupakan bagian dari upaya konservasi 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.  

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan 

kewajiban pemerintah serta masyarakat. Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan sesuai tugas pokok serta 

fungsinya, Direktorat Kawasan Konservasi mengemban sebagian tugas pemerintah dalam upaya 

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

Pemerintah Indonesia telah menunjuk/menetapkan dan mengelola 556 unit kawasan konservasi 

dengan luas mencapai sekitar  27 juta hektar atau hampir 15% dari luas total kawasan hutan di 

Indonesia.  Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan 

konservasi semakin berat seperti perambahan, klaim lahan, pemukiman/pendudukan kawasan, 

pembalakan,  perburuan satwa, kebakaran/ pembakaran hutan, dan upaya - upaya berbagai 

pihak untuk mengurangi luas kawasan konservasi.  Perubahan tata guna lahan, sosial ekonomi, 

pertumbuhan kota-kota baru, jaringan jalan, jembatan, pertambangan, dan berbagai 

kepentingan pembangunan di daerah penyangga di luar taman nasional juga memicu 

peningkatan tekanan dan gangguan pada kawasan konservasi. 

Selain dari faktor eksternal tadi, terdapat satu permasalahan klasik yaitu bahwa pengelolaan 

kawasan belum dilakukan secara efektif dan efisien di tingkat lapangan. Keterbatasan 

pengelolaan dengan dukungan sumber dayanya di lapangan menyebabkan lemahnya 

pengamanan kawasan di lapangan sehingga memicu semakin tingginya pelanggaran terhadap 

kawasan konservasi yang ada.Hal-hal tersebut menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi 

menjadi tidak efektif dan efisien.  Menyadari akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi 

dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah 

Indonesia bertekad kuat memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan. 

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, sasaran yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah 

peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati 

untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. 
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Wilayah yang menjadi ruang lingkup atau obyek bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

KK adalah kawasan hutan konservasi (KSA/KPA/TB).  Pengelolaan kawasan hutan konservasi 

tersebut saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat c.q Direktorat Jenderal KSDAE 

yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.  Dalam rangka pengelolaan KK 

tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi (Dit. KK) selaku unit kerja Direktorat Jenderal KSDAE 

diberikan amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan 

Kawasan konservasi serta menetapkan Program Pengelolaan dan pembinaan Kawasan 

Konservasi. 

Beberapa kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati telah dilaksanakan oleh Direktorat KK 

sebagai perwujudan dari tanggung jawab dan pelaksanaan kewajibannya. Sebagai instansi 

pemerintah, Direktorat KK harus mempertanggung-jawabkan kinerja/keberhasilan atau 

kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada masyarakat.  Seluruh kegiatan yang 

telah dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan negara harus memenuhi asas akuntabilitas, 

asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara. Dalam rangka 

memenuhi asas-asas tersebut, maka dibuatlah Laporan Kinerja Direktorat KK Tahun 2018. 

 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagai unit kerja struktural Eselon II di bawah Ditjen KSDAE, sesuai Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Direktorat Kawasan Konservasi 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan 

teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah 

pengelolaan kawasan konservasi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat KK  menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan 

evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga 

kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan 

raya, dan taman buru; 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan 

cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, 

pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan 

daerah penyangga taman hutan raya; 

d. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan 

pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta 

pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, 

taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; 
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e. Supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi 

kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga 

pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat KK dilengkapi oleh 4 (empat) Sub 

Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing Sub Direktorat terdiri atas 2 (dua) 

unit kerja struktural setingkat Seksi (Eselon IV). Berikut ini adalah tugas masing-masing Sub 

Direktorat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.18/MENLHK-II/2015, yaitu: 

a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan 

evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah 

perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman 

wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. 

b. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan 

evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah 

perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, 

taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. 

c. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang 

pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, 

taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. 

d. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis 

dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah 

bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan 

e. tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, 

taman hutan raya, dan taman buru. 

f. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, 

program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan 

pelaporan Direktorat. 
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Direktorat KK terdiri atas 4 (empat) unit struktural setingkat Eselon III dan 9 (sembilan) unit 

struktural setingkat Eselon IV.  Pembagian unit-unit struktural tersebut didasarkan atas 

struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagaimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015.  Struktur Organisasi Direktorat KK disajikan pada 

gambar berikut:  

C. Sumber Daya 

• Sumberdaya Manusia 

Dalam melaksanakan kinerjanya, Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh 52 orang 

personil, terdiri dari :  41 orang PNS dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) 

tersebar di 4 Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha.  

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi 
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Tabel 1. Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 

No. Sub Direktorat Jumlah laki-laki Jumlah Perempuan Total 

    PNS PPNPM PNS PPNPM   

1 Perencanaan Pengelolaan KK 6 2 1 - 9 

2 Pengendalian Pengelolaan KK 5 1 2 1 9 

3 Bina Daerah Penyangga dan Zona 

Pemanfaatan Tradisional 

4 - 6 2 12 

4 Pemulihan Ekosistem Kawasan 

Konservasi 

5 2 1 - 8 

5 Sub Bagian Tata Usaha 5 2 6 1 14 

    25 7 16 4 52 

 

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM Direktorat Kawasan Konservasi didominasi oleh 

lulusan S-2 (Master) sebanyak 41,30% dan lulusan S-1 (Sarjana) sebanyak  19,56% serta S-3 

(Doktor) sebanyak 4,35%. Perhatikan data Tabel berikut. 

Tabel 2. Sebaran Pegawai Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat pendidikan Jumlah  

 PNS  

1. Strata 3 (Doktor) 2 

2. Strata 2 (Master) 19 

3. Strata 1 (Sarjana) 9 

4. D-3 5 

5. SLTA Sederajat 11 

6. SMP Sederajat 0 

7. SD sederajat 0 

 PPNPN  

1. Strata 2 (Master) 1 

2. Strata 1 (Sarjana) 6 

3. SLTA Sederajat 4 

 Jumlah 57 

 Catatan : terdapat 5 orang pegawai yang dalam penugasan di BRG  
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Komposisi tersebut tentunya sangat menunjang kebutuhan Direktorat Kawasan Konservasi 

dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan buah fikir dalam penyelesaian berbagai persoalan 

pengelolaan kawasan konservasi.  Selain itu dapat diinformasikan pula bahwa terdapat sebanyak 

5 orang pegawai yang masih tercatat di Direktorat KK, namun mendapat penugasan di instansi 

lain (NGO dan BRG), dan 1 orang pegawai meninggal karena sakit. 

• Sarana Prasarana 

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat Kawasan Konservasi per 31 

Desember 2019 adalah Rp. 2.517.005.718,-. Jumlah aset ini mengalami Penurunan sebesar Rp 

38.886.539.668,- atau (95,91)% jika dibandingkan dengan aset tahun 2018. Aset Direktorat KK 

tahun 2019 terdiri dari: 

Tabel 3. Aset BMN yang dikelola Direktorat Kawasan Konservasi  tahun 2019 

No. Jenis Aset Diskripsi Nilai aset per 31 

Desember 2019 

1 Aset Lancar  Aset lancar adalah jenis aset yang dapat 

digunakan dalam jangka waktu dekat, 

biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, 

piutang dan persediaan. 

Rp 0,-. 

2 Aset Tetap 

 

Aset tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

periode akuntasi untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat 

diperoleh dari anggaran yang bersumber 

dari sebagian atau seluruh APBN melalui 

pembelian, pembangunan, hibah atau 

donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung 

dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, 

jalan dan jembatan, irigasi, jaringan dan 

aset tetap lainnya.  

Rp 2.481.105.639,-. 

3 Aset Lainnya 

.  

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset 

tetap dan investasi permanen. Aset lainnya 

antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset 

lain-lain dan aset yang dibatasi 

penggunaannya 

Rp. 35.900.079,- 
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Nilai aset yang dimiliki dan dikelola Direktorat KK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 

2017, 2018 dan 2019 sebagaimana pada Tabel 4. 

Tabel 4. Aset Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2017 s/d 2019 

Tahun Aset Lancar (Rp) Aset Tetap (Rp) Aset Lainnya 

(Rp) 

Jumlah Aset (Rp) 

2019 0,- 2.481.105.639,- 35.900.079,- 2.517.005.718,- 

2018 0,- 41.570.433.745,- 31.477.270,- 41.601.911.015,- 

2017 11.363.730,- 2.558.415.585,- 31.266.656,- 2.601.045.971,- 

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap Direktorat KK pada tahun 2019 mengalami Penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2018, dimana terdapat Pengurangan aset tetap yang berasal dari 

pengadaan dari kegiatan Sarana Prasaranan Pengendalian Kebakaran Hutan yang sudah 

dilakukan transfer asset kepada UPT di daerah serta pengurangan berupa pelelangan Peralatan 

dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 (dua) unit. Pengurangan/ 

penurunan aset disebabkan adanya penyusutan nilai dan mutasi barang milik negara. 

Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu aset berdasarkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik 

Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

• Anggaran 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 

dan Ekosistem, Direktorat Kawasan Konservasi mendapat dukungan APBN pada DIPA 029 

Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 26.319.415.000,-yang terdiri dari 

Rp.8.519.415.000,- Rupiah Murni (RM), Rp.200.000.000,- PNBP, Rp.16.000.000.000,- Dana Hibah 

Luar Negeri, dan Rp.1.600.000.000 RMP seperti disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 2. Komposisi Sumber Dana DIPA 029 Direktorat Kawsan Konservasi  TA 2019 

32%

1%
61%

6%

Sumber Dana DIPA Dit.KK TA. 2019

RM PNBP HLN RMP



 
17 

 

Anggaran DIPA 029 Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian 

7 (tujuh) IKK dan 4 Output (Layanan Perkantoran, Belanja Modal, HLN KfW dan layanan internal), 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 5. Jumlah Anggaran per IKK/Output 

Kode IKK/Output Jumlah (Rp) 

001 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas 

pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 

70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

560.000.000,- 

002 Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi  

yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 

Dokumen Rencana Pengelolaan. 

450.000.000,- 

003 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi 

ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan 

di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha. 

800.000.000,- 

004 Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang 

dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun. 

450.000.000,- 

005 Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang 

dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha. 

1.152.415.000,- 

006 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang 

beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK. 

300.000.000,- 

007 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan 

terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 

Provinsi. 

1.172.000.000,- 

010 Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung 

Leuser Ecosystem 

17.600.000.000,- 

994 Layanan Perkantoran 2.265.000.000,- 

951 Layanan Sarpras Internal 750.000.000,- 

970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 820.000.000,- 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

 

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 

Pembangunan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tidak terlepas dari design 

rencana pembangunan nasional yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. 

Pada RPJM 2015-2019, ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah: 

 

Dalam pencapaian visi tersebut, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah: 

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;  

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara 

hukum;  

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;  

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;  

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional; serta  

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
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Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 selanjutnya menjadi peta jalan seluruh 

kementerian dan/atau  lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, 

sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-

2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk 

kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel 

meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi 

perekonomian nasional.  

Berkenaan dengan hal tersebut, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 

RPJM tahun 2015-2019, meliputi:  (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, 

pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian 

perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, 

menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora 

dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, 

Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Nasional dalam RPJM 2015-2019 



 
20 

 

dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran 

strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019 adalah:  

1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, 

ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. 

Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan 

tutupan hutan;  

2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator 

kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen 

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu 

(termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;  serta  

3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA 

sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, 

dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja 

ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan 

dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem 

esensial yang dikelola  oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-

lain). 

 

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal 

KSDAE memiliki peran dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan 

potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan 

keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).  

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan sasasaran strategis tersebut, program yang menjadi 

tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan 

Ekosistem. Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan penjabaran 

dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE.  

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi 

keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan  yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, 

sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya 

Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan 

konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan 

devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman 

hayati.  
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Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta 

pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) 

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi; (3) Kegiatan  Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem 

Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman 

Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Direktorat Jenderal KSDAE. 

Direktorat Kawasan Konservasi sebagai salah satu unit satker dilingkup Direktorat Jenderal 

KSDAE ditetapkan sebagai penanggungjawab salah satu indikator kinerja program Ditjen KSDAE 

yaitu pengelolaan kawasan konservasi yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator kinerja 

kegiatan (IKK). Penjabaran indikator kinerja kegiatan, target jangka menengah dan target 

tahunan secara sistematis ditampilkan dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4. Indikator Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi 
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B. Rencana Kerja Tahun 2019 

 

Rencana kegiatan tahun 2019 memuat jenis kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian 

target IKK Direktorat Kawasan Konservasi. Adapaun komponen kegiatan pada tahun 2019 sesuai 

Renja Tahun 2019, meliputi :  

1) Belanja modal 

Tabel 6. Komponen  Belanja Modal tahun 2019 

No. Komponen kegiatan tahun 2019 

1 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perlindungan KK 

- Operasional Gugus Tugas Multi Pihak 

2 Belanja modal dalam kegiatan Biodiversity Conservation and Climate Protection in 

Gunung Leuser Ecosystem  

3. Dana Pendamping BCCCP - GN Leuser Ecosystem  

- Belanja modal peralatan dan mesin  

4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal  

- Pengadaan Kendaraan Bermotor  

 

2) Belanja barang 

Tabel 7. Komponen Belanja Barang Tahun 2019 

No. Komponen Kegiatan tahun 2019 

1 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE 

a Layanan Perkantoran  

2 IKK 1: Nilai Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi di tingkat Tapak 

Serta Keanekaragaman Hayati  

a Bimbingan Teknis dan Supervisi  

b Pembinaan dan Koordinasi terkait Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KK 

3 IKK 2: Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi  

a Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan RPJP  

b Pembinaan dan Koordinasi  

c Monitoring dan Evaluasi  

4 IKK 3: Luas Kawasan Konservasi yang Dipulihkan  

a.  NSPK Pemulihan Ekosistem: Penyusunan Pedoman atau Petunjuk Teknis Pemulihan 

Ekosistem Mangrove dan SKB 2019 
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b.  Pengembangan Sistem Monitoring PE 

c.  Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanaman 

d.  Peningkatan Kapasitas SDM: TOT Pemulihan Ekosistem Mangrove, fasilitasi teknis 

e.  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem UPT 

5 IKK 4: Jumlah Usaha Ekonomi Produktif di Desa Sekitar KK 

a.  Penyusunan NSPK Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi 

b.  Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KK 

6 IKK 5: Luas Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Kawasan Konservasi  

a.  Rakor/ Workshop Pemantapan dan Evaluasi Capaian IKK Pemberian Akses Pemanfaatan 

Zona/ Blok Tradisional KK 

b.  Bimtek Fasilitasi Pemberian Akses Pemanfaatan & Kemitraan di Zona/Blok Tradisional KK 

c.  Koordinasi Pemberian Akses Masyarakat Pemanfaatan di Zona/ Blok Tradisional dan 

Kemitraan  

d.  Supervisi dan Evaluasi Pemberian Akses Pemanfaatan dan Kemitraan di Zona/ Blok 

Tradisional KK 

7 IKK 6: Jumlah KPHK Pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional yang Beroperasi 

a.  Peningkatan Pengelolaan KPHK  

b.  Pembinaan dan Koordinasi  

8 IKK 7: Jumlah Gangguan Kawasan yang Berhasil diturunkan Pada KK Dengan Pengelolaan 

Kolaboratif Berbasis Masyarakat  

a.  Bimbingan Teknis Koordinasi dan Pembinaan 

b.  Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 

9 Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem  

a.  Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem 

(HLN) 

b.  Dana Pendampingan BCCCP-GLE (RMP) 

c. Rapat koordinasi pelayanan proyek 

 

Alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.26.319.415.000,- (Dua Puluh Enam Milyar 

Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari anggaran 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE sebesar Rp. 

2.265.000.000,- dan anggaran teknis pengelolaan kawasan konservasi Rp. 24.054.415.000,-.  
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Tabel 8. Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2019 berdasarkan Ouput 

No. Output   Pagu Sumber 

anggaran 

1 Nilai efektivitas pengelolaan kawasan 

konservasi di tingkat tapak serta 

keanekaragaman hayati 

80,00 unit KK 560.000.000 RM 

2 Jumlah dokumen perencanaan 

pengelolaan kawasan konservasi 

50,00 dokumen 450.000.000 RM 

3 Luas kawasan konservasi yang 

dipulihkan 

17.697,00 hektar 800.000.000 RM 

4 Jumlah usaha ekonomi produktif di 

desa sekitar kawasan konservasi 

186,00 

Kelompok 

450.000.000 RM 

5 Luas akses masyarakat dalam 

pemanfaatan potensi kawasan 

konservasi 

13.200,00 hektar 670.248.000 RM, PNBP 

6 Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi 

non Taman Nasional yang 

60,00 unit KPHK 300.000.000 RM 

7 Jumlah gangguan yang berhasil 

diturunkan pada kawasan konservasi 

dengan pengelolaan kolaboratif 

berbasis masyarakat 

74,00 UPT 1.654.167.000 RM, PNBP 

8 Biodiversity Conservation and Climate 

Protection in The Gunung Leuser 

Ecosystem 

1,00 Kegiatan 17.600.000.000 HLN, RMP 

9 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,00 Layanan 750.000.000 RM 

10 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1,00 Layanan 820.000.000 RM 

11 Layanan Perkantoran 1,00 Layanan 2.265.000.000 RM 

      26.319.415.000   

 

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, Direktorat Kawasan Konservasi menandatangani Perjanjian Kinerja 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan tolok ukur kinerja dalam 

melaksanakan Program/Kegiatan berdasarkan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  serta  sumber  

daya  yang  tersedia. Terdapat sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai 
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pada tahun 2019 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Direktorat KK Tahun 2019. Perjanjian 

Kinerja (PK) tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.  

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2019 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1. Terjaminnya efektivitas 

pengelolaan kawasan 

konservasi non taman 

nasional di pesisir dan laut di 

tingkat tapak serta 

keanekaragaman hayati. 

Jumlah kawasan konservasi yang 

ditingkatkan efektivitas pengelolaannya 

hingga memperoleh nilai indeks METT 

minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, 

KPA dan TB di seluruh Indonesia. 

80 Unit 

2. Terbentuknya dokumen 

perencanaan pengelolaan 

kawasan konservasi di Pesisir 

dan Laut. 

Jumlah dokumen perencanaan 

pengelolaan kawasan konservasi  yang 

tersusun dan mendapat pengesahan 

sebanyak 150 Dokumen Rencana 

Pengelolaan. 

50 Dokumen 

3. Terpulihkannnya kawasan 

konservasi yang terdegradasi. 

Luas kawasan konservasi terdegradasi 

yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 

(termasuk penyelesaian konflik 

pemanfaatan lahan di dalam kawasan 

konservasi) seluas 100.000 Ha. 

17.697 Ha 

4. Terciptanya usaha ekonomi 

produktif di desa sekitar 

kawasan konservasi. 

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan 

konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa 

selama 5 tahun. 

77 Desa  

(186 

kelompok) 

5. Meningkatnya akses 

masyarakat dalam 

pemanfaatan potensi 

kawasan taman nasional. 

Luas Kawasan Hutan Konservasi pada 

zona tradisional yang dikelola melalui 

kemitraan dengan masyarakat seluas 

100.000 Ha. 

13.200 Ha 

6. Beroperasinya KPHK pada 

kawasan konservasi. 

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi 

non taman nasional yang beroperasi 

sebanyak 100 Unit KPHK. 

60 Unit 

7. Menurunnya gangguan pada 

kawasan konservasi. 

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan 

dan penindakan terhadap gangguan dan 

ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi. 

34 Provinsi 

(74 UPT) 

 

Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 ditandatangani oleh Direktur 

Kawasan Konservasi yaitu Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum dan Direktur Jenderal KSDAE yaitu Ir. 

Wiratno, M.Sc (terlampir). Dalam mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut 

dialokasikan anggaran sebesar Direktorat Kawasan Konservasi Rp. 26.319.415.000,- 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019 
 

A. Capaian Kinerja (IKK) 

 

Hasil analisa capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan capaian yang signifikan dengan rata-rata 

capaian sebesar 133,86%. Hasil perhitungan analisa capaian kinerja sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 10. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persen 

realiasi 

IKK 1 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan 

efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh 

nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 

260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. 

80 Unit 100 Unit 125% 

IKK 2 Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan 

kawasan konservasi  yang tersusun dan 

mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen 

Rencana Pengelolaan. 

50 

Dokumen 

56 

Dokumen  

112% 

IKK 3 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang 

dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk 

penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di 

dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha. 

17.697 

Ha 

28.830,94 150%* 

IKK 4 Jumlah desa di daerah penyangga kawasan 

konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa 

selama 5 tahun. 

77 Desa  

(186 

kelompok) 

146 Desa 

(223 

kelompok) 

150%* 

IKK 5 Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona 

tradisional yang dikelola melalui kemitraan 

dengan masyarakat seluas 100.000 Ha. 

13.200 

Ha 

503.365,73 150%* 

IKK 6 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non 

taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 

Unit KPHK. 

60 Unit 106  

unit 

150%* 

IKK 7 Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan 

penindakan terhadap gangguan dan ancaman 

bidang kehutanan di 34 Provinsi. 

34 Provinsi 

(74 UPT) 

34 Provinsi 

74 UPT 

100% 

 Capaian rerata   133,86% 
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*_Nilai batas maksimal persentase capaian adalah 150% berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam 

Dan Ekosistem Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja 

Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. 

 

Terjadi penurunan kinerja, jika dibandingkan capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 2018 

sebesar 142,86% menjadi sebesar 133,86% atau menurun sebesar 9%. Namun demikian, semua 

target tercapai dengan hasil yang signifikan.  

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2015 -2019 

No. Tahun capaian kinerja Persentase capaian kinerja  

1. 2015 100,20% 

2. 2016   60,90% 

3. 2017 123,33% 

4. 2018 142,86% 

5. 2019 133,86% 

 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2015-2019 

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terjadi peningkatan capaian secara signifikan pada IKK 3, 

IKK4, IKK 5 dan IKK 6 dengan capaian melebihi batas maksimum 150%. Sedangkan capaian IKK 

1, IKK 2 dan IKK 7 mencapai angka 100% lebih. 
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Penetapan kawasan konservasi sebagai strategi konservasi keanekaragaman hayati merupakan  

satu hal penting yang dapat diandalkan, dengan asumsi bahwa kawasan ini diharapkan dapat 

melindungi nilai-nilai penting yang ada di dalamnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang.  

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dibutuhkan investasi yang sangat 

besar termasuk anggaran, sumberdaya manusia, serta manajemen pengelolaan yang spesifik. 

Dalam rangka menjaga keberadaan dan potensi berbagai jenis sumberdaya yang ada di dalam 

kawasan konservasi dan melihat sejauh mana pengelolaan terhadap suatu kawasan telah 

dilakukan, maka perlu dilakukan pemantauan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan 

kawasan telah dikelola sesuai dengan tujuan atau mandat konservasi yang ditetapkan, dan 

sebagai alat untuk memperbaiki kondisi yang dianggap masih lemah. Penilaian efektivitas 

dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang 

dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan.  

 

Dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 salah satu Indikator Kinerja yang harus dicapai 

adalah “Jumlah KK yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks 

METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia sebanyak 80 

unit. Pada tahun 2019 sebanyak 316 unit kawasan konservasi telah dilakukan penilaian 

efektivitas pengelolaannya, meliputi 119 unit CA, 46 unit SM, 32 unit TN, 80 unit TWA, 32 unit 

Tahura, 5 unit TB dan 2 unit KSA/KPA Dari sejumlah kawasan tersebut 30 unit  merupakan 

kawasan yang baru pertama kali dinilai, dan 286 unit merupakan penilaian ulang.  

 

Terkait dengan target nilai METT minimal 70%, dari 316 unit kawasan tersebut, 193 unit 

diantaranya telah mencapai hasil penilaian 70 ke atas. Dari jumlah tersebut sebanyak 93 unit 

telah tercatat sebagai capaian di tahun-tahun sebelumnya, sehingga hanya 100 unit kawasan 

yang menjadi capaian tahun 2019. Rincian hasil kegiatan penilaian METT yang dilakukan 

sepanjang tahun 2019 berdasarkan fungsi kawasan disajikan pada Gambar berikut: 
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Gambar 6. Grafik Capaian Nilai METT berdasarkan fungsi kawasan 

 

Berdasarkan fungsinya, ke-100 unit kawasan tersebut terdiri atas 37 unit CA, 19 unit SM, 6 unit 

TN, 2 unit TB, 10 unit Tahura, dan 26 unit TWA. Dengan demikian, jika targetnya adalah 80 unit 

KK, maka capaian di tahun 2019 ini adalah 125%. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan 

METT pada 100 unit kawasan tersebut sebagaimana Gambar 7.  
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Gambar 7. Grafik Penilaian Eektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2019
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Nilai Efektivitas Pengelolaan Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif diketahui bahwa 

kisaran nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 12%-87% dengan nilai rata-

rata 65,54%. Sejumlah 164 unit kawasan (39,14%) memiliki nilai efektivitas di bawah rata-rata 

nasional, dan sisanya 255 unit Kawasan (60,56%) sudah memiliki nilai diatas rata-rata. Nasional 

tersebut 

Selama 5 tahun periode Renstra 2015-2019,  dari 554 unit kawasan konservasi yang ada di 

Indonesia, total sebanyak 419 unit kawasan telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya. 

Hal ini berarti 75,63% kawasan telah memiliki nilai efektivitas pengelolaan, dan sisanya sebanyak 

135 unit belum memiliki base line nilai karena belum pernah dilakukan penilaian. Distribusi fungsi 

kawasan baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai, disajikan pada Grafik berikut: 

 

Gambar 8. Grafik Capaian Nilai METT per fungsi Kawasan 

Secara akumulatif capaian kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 

sampai dengan akhir periode Renstra 2015-2019 adalah sebesar 98,08%, karena dari target 260 

unit kawasan dengan nilai METT minimal 70%, hanya tercapai sebanyak 255 unit. Capaian 
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penilaian METT yang dilakukan setiap tahun menurut fungsi kawasan dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

Gambar 9. Grafik Capaian Nilai METT 2015-2019 

 

Berdasarkan fungsi kawasan, yang paling banyak adalah CA sejumlah 86 unit, selanjutnya 

kawasan TWA sebanyak 63 unit, TN sebanyak 52 unit, SM 37 unit, Tahura 14 unit dan TB 3 unit. 

Distribusi fungsi Kawasan dengan nilai METT minimal 70% disajikan dalm Gambar berikut: 

 
Gambar 10. Grafik Komposisi CapaianMETT berdasarkan fungsi kawasan 
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Perbandingan capaian Kinerja Peningkatan efektivitas pengelolaan KK tahun 2015-2019 

sebagaimana Gambar berikut: 
 

 
Gambar 11. Capaian METT Berdasarkan Perjanjian Kinerja 

 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan proses dan merupakan 

resultante dari berbagai upaya mulai dari tingkat tapak (UPT), pusat (Ditjen KSDAE) dan Eselon I 

lainnya, pemerintah daerah serta masyarakat. Pencapaian efektivitas pengelolaan KK tahun 

2019 melebihi target PK disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena UPT/UPTD Tahura 

telah melaksanakan rekomendasi hasil penilaian efektivitas pengelola tahun sebelumnya.  

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2019 banyak kawasan konservasi telah menerapkan 

prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dengan menindaklanjuti hal – hal yang perlu dilakukan 

sesuai temuan-temuan tindak lanjut pada penilaian sebelumnya. Misalnya pada elemen 

perencanaan terdapat peningkatan yang signifikan pada penyusunan Rencana Pengelolaan 

Jangka Panjang (RPJP). Pada tahun 2019 terdapat 55 dokumen RPJP yang telah disahkan, ini 

berdampak cukup signifikan, karena RPJP yang telah disahkan terdapat indikator yang juga 

meningkat, seperti tujuan pengelolaan yang sudah fokus pada nilai penting kawasan, dan 

keterlibatan masyarakat. Efektivitas kawasan juga ditentukan dengan adanya alokasi dan 

distribusi anggaran dan pegawai menuju proporsional melalui strategi pembentukan dan 

operasionalisasi KPHK. Sampai tahun 2019 KPHK yang telah dievaluasi dan beroperasi sebanyak 

106 KPHK atau 259 unit KK. Dukungan mitra dalam pengelolaan Kawasan menjadi salah satu hal 

yang dapat meningkatkan peningkatan nilai efektivitas pengelolaan. 

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian target 205-2019 efektivitas pengelolaan 

tahun 2019, antara lain: 1) kurangnya ownership terhadap penilaian efektivitas pengelolaan 

Kawasan konservsi, yang menyebabkan tidak semua direktorat menganggap bahwa evaluasi 

pengelolaan sesuatu yang penting dalam tahapan pengelolaan Kawasan konservasi; 2) ada 
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Kawasan yang belum memiliki fungsi yang jelas, sehingga belum dapat dilakukan penataan 

Kawasan; 3) Kawasan yang memiliki dokumen RPJP dan RPJPn sebagai acuan dalam menentukan 

arah tujuan pengelolaan dan anggaran bagi setiap Kawasan; 4) turunnya anggaran pada tahun 

2019, menyebabkan beberapa kegiatan penting tidak dapat terlaksana. 

Keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari capaian kinerja. 

Keluaran (Output) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah skor/nilai, 

yang terdiri 6 elemen, yaitu Context, Planning, Input, Proses, Output, Outcome. Skor tersebut 

menggambarkan bagaimana pengelolaan kawasan konservasi dilakukan, dengan penggunaan 

sumberdaya yang dimiliki. Hasil (outcome) dari hasil peningkatan efektivitas pengelolaan adalah 

meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.  

Dampak (impact) dari peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah 

meningkatnya pengelolaan dan penggunaan sumberdaya secara efektif, misalnya distribusi 

anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing seksi atau resort, atau 

mendistribusikan pegawai sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan pada setiap seksi atau 

resort. 
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Analisis Kinerja 

Berdasarkan Renstra Direktorat 

Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem tahun 

2015-2019 salah satu Indikator 

Kinerja Kegiatan adalah Jumlah 

dokumen perencanaan 

pengelolaan kawasan 

konservasi  yang tersusun dan 

mendapat pengesahan 

sebanyak 150 pada tahun 2019. 

Berdasarkan Penetapan Kinerja 

Direktur Kawasan Konservasi 

pada tahun 2019 target 

dokumen Recana Pengelolan 

Jangka Panjang (RPJP) yang 

disahkan sebanyak 50 

dokumen, dimana target 

tersebut lebih besar dari pada 

target Renstra Direktorat 

Jenderal KSDAE yaitu 30.   

Capaian tahun 2019 sebanyak 

55 dokumen RPJP sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi adalah 110%, sementara jika 

dibandingkan dengan target renstra adalah adalah 183,33%. Capaian tahun 2019 ini sama 

dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga secara komulatif mulai tahun 2015 sampai dengan 

Gambar 12. Capaian IKK Dokumen Pengelolaan 
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2019 total dokumen RPJP yang telah disahkan sebanyak 211 dokumen atau 140,67% dari target 

renstra. 

Walaupun dengan capaian komulatif dokumen RPJP yang telah disahkan sampai dengan tahun 

2019 telah melampaui target renstra, namun dari total 554 kawasan konservasi yang ada di 

Indonesia baru 352 kawasan konservasi yang mempunyai RPJP atau 63,53% kawasan konservasi.  

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Beberapa faktor pendukung tercapainya target IKK antara lain adalah kegiatan asistensi/ 

bimbingan teknis penyusunan RPJP dan tindak lanjut hasil penilaian efektifitas pengelolaan. 

Sesuai dengan Surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.398/KK/PPKK.1/ KSA.1/10/2018 

tanggal 29 Oktober 2018 perihal Arahan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Rencana 

Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2019, kegiatan supervisi/ pendampingan penyusunan 

Dokumen RPJP telah dilakukan di beberapa UPT target. 

Selain itu, hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi juga merupakan faktor 

pendukung pencapaian target dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. 

Sebagai salah satu indikator efektivitas pengelolaan, dokumen RPJP merupakan dokumen wajib 

yang harus ada dalam pengelolaa kawasan untuk menjamin efektifitas pengelolaan, efisiensi 

pemanfaatan sumber daya, akuntabilitas pengelolaan dan untuk memastikan keterlibatan publik 

dalam proses pengelolaan. Sebagai dokumen induk perencanaan, RPJP merupakan acuan bagi 

kegiatan pengelolaan, antara lain penyusunan dokumen desain tapak, penyusunan rencana 

pemulihan ekosistem, dan rencana pemberdayaan masyarakat. 

Dengan adanya dokumen perencanaan pengelolaan sebagai output IKK, outcome yang dihasilkan 

adalah adanya arah tujuan pengelolaan (visi, misi, tujuan dan strategi) sehingga pengelolaan 

kawasan konservasi tidak hanya melakukan rutinitas (business as usual), namun juga melakukan 

kegiatan yang terfokus pada perwujudan visi pengelolaan. Dampaknya adalah meningkatnya 

pengelolaan kawasan konservasi yang diukur berdasarkan indeks efektifitas pengelolaan.  
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Gambar 13. Capaian RPJP 2015-2019 

 

 

Tabel 12. Capaian Penyusunan Dokumen RPJP tahun 2015-2019 

NO TAHUN TARGET PK CAPAIAN % TARGET 

KOMULATIF 

CAPAIAN 

KOMULATIF 

% 

1 2015 30 32 106,67 30 32 106,67 

2 2016 30 29 96,67 60 61 101,67 

3 2017 30 40 133,33 90 101 112,22 

4 2018 30 55 183,33 120 156 130,00 

5 2019 30 55 183,33 150 211 140,67 

  Total 150 211         
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Tabel 13. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya IKK Penyusunan dokumen RPJP 

Pengelolaan Kawasan Konservasi Rencana  Realisasi  % 

1.010.000.000  1.000.584.514  99,07 

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di 

tingkat tapak serta keanekaragaman hayati  

[Base Line] 

560.000.000     553.337.769  98,81 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 477.300.000 471.625.569 98,81 

Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Efektivitas 

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 

2019. 

45.300.000         43.935.000  96,99 

Bimbingan Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan 

Kawasan Konservasi Dengan Metode METT 

293.000.000 292.442.669 99,81 

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Kawasan Konservasi 

      

139.000.000  

        

135.247.900  

97,30 

Pembinaan dan Koordinasi 82.700.000        81.712.200  98,81 

Pembinaan/Koordinasi terkait Peningkatan Efektiftas 

Pengelolaan Kawasan Konservasi 

82.700.000           

81.712.200  

98,81 

Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan 

konservasi [Base Line] 

450.000.000     447.246.745  99,39 

Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan RPJP 152.690.000     151.649.400  99,32 

Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Rencana 

Pengelolaan berdasarkan Permen LHK No. 

P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 

152.690.000       151.649.400  99,32 

Pembinaan dan Koordinasi 146.750.000     145.954.800  99,46 

Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi 

146.750.000         

145.954.800  

99,46 

Monitoring dan Evaluasi 150.560.000     149.642.545  99,39 

Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana 

Pengelolaan 

150.560.000 149.642.545 99,39 
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Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE 

nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada 

kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJM 2015-2019. Namun 

demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi 

kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan. 

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 merupakan capaian kerja 

tahun ke-5 dalam renstra Direktorat Kawasan Konservasi. Dalam kontek ini, sinkronisasi hasil 

kinerja antara pusat dan UPT menjadi kunci keberhasilan pencapaian IKK. Hal ini didasari atas 

dasar terpenuhinya tahapan-tahapan dan capaian target pemulihan ekosistem di tingkat tapak. 

Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyusunan NSPK, prakondisi dan perencanaan pemulihan 

ekosistem, peningkatan kapasitas pelaksana, kajian pra pelaksanaan pemulihan, penyusunan 

dokumen rencana pemulihan ekosistem, penyiapan kelembagaan, sosialisasi, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem. 

Berbagai upaya pencapaian kinerja pemulihan ekosistem telah diupayakan baik pada tingkat 

pusat (Direktorat Kawasan Konservasi) dan UPT pelaksana. Pada tingkat Direktorat Kawasan 

Konservasi, telah dilakukan dengan fasilitasi intensif terhadap UPT target dan non target. Pada 

tingkat UPT telah dilakukan dengan percepatan penyusunan dokumen rencana pemulihan 

ekosistem sekaligus simultan dengan implementasi pemulihan ekosistem.  

Secara garis besar, upaya yang telah dilakukan Subdit Pemulihan Ekosistem Direktorat Kawasan 

Konservasi dalam percepatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi meliputi: 

a. Penyusunan NSPK: perairan laut, mekanisme alam, mangrove, perairan tawar, pengendalian 

IAS (kerjasama dengan KKH dan litbang); 

b. Penyusunan Standar Biaya Kegiatan; 

c. Bimbingan penyusunan RPE; 
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d. Penelaahan RPE, sebanyak 55 UPT telah memiliki RPE, 9 UPT proses Perbaikan dan 10 UPT 

dalam proses penyusunan; 

e. Penelaahan proposal dan PKS kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem; 

f. Pemantauan pemulihan ekosistem di KK, pada tahun berjalan penanaman; 

g. Penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem, T+3,T+5 penanaman; 

h. Pengendalian IAS, bekerjasama dengan KKH dan Litbang: bimbingan penyusunan ARL 

(Analisis Resiko Lingkungan), lokakarya pengendalian IAS di TN Bukit Barisan Selatan, TN 

Baluran, TN Bantimurung Bulusaraung, serta penyusunan peta penyebaran IAS. Sedangkan 

saat ini telah dilakukan penyusunan pedoman pengendalian IAS yang dikoordinir oleh KKH; 

i. Penjaringan mitra untuk pelaksanaan pemulihan ekosistem di KK; Penyelenggaraan ToT 

pemulihan ekosistem yang bersifat tematik (transplantasi karang dan mangrove). 

Analisis Kinerja 

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 ditunjukkan pada capaian 

UPT target dan non target PE. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan pada kawasan yang 

membutuhkan penanganan pemulihan ekosistem secara cepat dan tepat pada kawasan 

konservasi. Dalam pelaksanaan PE diterapkan 3 jenis perlakuan, yaitu mekanisme alam, 

rehabilitasi dan restorasi. Masing-masing jenis perlakuan memiliki jenis kegiatan yang berbeda. 

Secara skematik, jenis kegiatan PE dapat diperhatikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 14. Skema Perlakuan Pemulihan Ekosistem 

Pada tahun 2019, capaian realisasi pemulihan ekosistem total seluas 28.830,94 ha. Realisasi 

capaian PE tertinggi pada UPT meliputi: 

1. Balai KSDA Sumatera Selatan seluas 5.373 ha dengan dukungan pendanaan dari BRG dan PT. 

Tempiral Energy Resources. 

2. Balai TN Tanjung Putting seluas 3.453,6 ha dengan dukungan BRG, IPPKH PT. KPC. 

3. Balai Besar KSDA Jawa Barat seluas 2.998,25 ha. 

4. Balai TN Gunung Halimun Salak seluas 2.113 ha. 

5. Balai TN Sebangau seluas 1.609,89 ha. 

Data capaian realisasi PE tahun 2019 secara rinci sebagaimana terlampir. 

Jika dikorelasikan dengan target RPJM 2015-2019, capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan 

konservasi tahun 2015 – 2019 dapat diperhatikan sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 14. Target dan realisasi Capaian pemulihan Ekosistem pada RPJM 2015 s/d 2019 

No Tahun Target per 

tahun 

Realisasi % (capaian taget/ 

tahun) 

% (capaian 

target 

kumulatif) 

% (target kumulatif 

yang belum 

tercapai) 

1 2015 10.000 6.910,15 69,10 84,07 15,93 

2 2016 30.000 2.899,94 9,67 

3 2017 20.000 12.117,83 60,59 

4 2018 20.000 33.308,22  166,54 

5 2019 20.000 28.830,94 144,15 

Total  100.000  84.067,07 
 

Catatan: Data capaian berbeda dengan data pelaporan tahun sebelumnya terkait dengan adanya update/ 

perubahan laporan pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di tingkat UPT. 

 

 

Gambar 15. Grafik Capaian Pemulihan ekosistem tahun 2015-2019 

Capaian realisasi pemulihan ekosistem per tahun mengalami peningkatan yang signifikan. 

Berdasarkan capaian tahun 2018 sebesar 33.308,22 ha mengalami sedikit penurunan menjadi 

28.830,94 ha pada tahun 2019. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017. Jika 

dianalisa lebih lanjut, terdapat trend linier kenaikan capaian pemulihan ekosistem tahun 2015 – 

2019. Hal ini karena program pemulihan ekosistem telah berjalan secara simultan baik pada 

tingkat pusat dan UPT. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru 

ditetapkan pada tahun 2015, sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi 

pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan 

perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015 – 2019. 
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Capaian realisasi IKK pemulihan ekosistem tahun 2019 sebesar 28.830,94 ha atau sebesar 

144,15% jika didasarkan pada target capaian per tahun. Dalam perhitungan kumulatif, capaian 

IKK pemulihan ekosistem mencapai 84.067,07 Ha atau sebesar 84,07%. 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2019 telah memenuhi target capaian 

tahunan, namun belum mencapai target RPJM 2015-2019 jika diakumulasikan. Beberapa hal 

yang menjadi faktor keberhasilan capaian tahun 2019 adalah: 

1. Dukungan pembiayaan/pendanaan pemulihan ekosistem dari berbagai sumber pendanaan 

di luar KSDAE seperti DIPA RHL BPDSHL, DIPA BRG, IPPKH, mitra, dan sumber pendanaan 

lainnya. 

2. Tidak semua UPT KSDAE menjadi target pemulihan ekosistem, namun tetap melakukan 

kegiatan pemulihan ekosistem. Prakondisi pemulihan ekosistem berupa penyusunan 

dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) telah tersusun sebanyak 55 UPT dari total 

76 UPT KSDAE. Hal ini karena telah terjadi sinkronisasi program pemulihan antara pusat dan 

UPT di daerah. 

3. Terbitnya regulasi terkait kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem 

sehingga mempermudah teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan 

terdegradasi yang berkonflik. 

4. Peningkatan partisipasi pelaporan hasil pelaksanaan pemulihan ekosistem dari UPT ke 

Pusat sehingga mudah untuk direkapitulasi. 

84.07%

15.93%

Persentase Capaian Target PE s.d. 2018

% (capaian target kumulatif)
% (target kumulatif yang belum tercapai)

69.10
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2015 2016 2017 2018 2019

% Capaian PE per Tahun

Gambar 16. Presentase Capaian Pemulihan 
ekosistem 2015-2019 
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Sedangkan faktor yang menjadi penghambat capaian pelaksanaan pemulihan ekosistem secara 

umum meliputi: 

1. Pra kondisi pemulihan ekosistem relatif beragam (tidak semua kawasan clear and clean) 

sehingga membutuhkan penangan PE yang bervariasi. 

2. Minimnya regulasi/aturan/NSPK pemulihan ekosistem di tingkat lapangan, mengingat 

karakteristik ekologi kawasan kawasan konservasi yang sangat beragam dan membutuhkan 

penanganan signifikan. 

3. Anggaran pelaksanaan PE sebagian UPT terbatas. 

 

Efisiensi Pendanaan dan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan pendanaan pada IKK 3 dilakukan secara signifikan. Alokasi pagu DIPA 2019 

sebesar Rp. 800.000.000,- terealiasi sebanyak Rp. 797.349.626,- atau sebesar 99,67%. Detail 

rincian realisasi pendanaan per masing-masing kegiatan sebagaimana tabel dan grafik berikut. 

 

Tabel 15.Efisiensi Pendanaan Pemulihan Ekosistem perjenis Kegiatan 

No. Kode Kegiatan Pagu Realisasi %  

1 PEKK 1 Penyusunan Pedoman atau Petunjuk Teknis 

Pemulihan Ekosistem Mangrove  

        

81.300.000  

     

81.276.063  

99,97 

2 PEKK 2 Penyusunan SKB PE 2019 75.800.000  75.723.946  99,90 

3 PEKK 3 Upgrade Sistem Informasi Pemulihan Ekosistem KK  64.600.000  64.353.403  99,62 

4 PEKK 4  Review Permenhut no.48/Menhut-II/2014  137.950.000  135.904.979  98,52 

5 PEKK 5 Koordinasi dalam rangka Pemulihan ekosistem (K/L, 

UPT, Mitra, Pemda dan Stakeholder) 

128.200.000  128.067.596  99,90 

6 PEKK 6 Fasilitasi Teknis Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem 

di UPT 

84.650.000  84.647.647  100,00 

7 PEKK 7  TOT Pemulihan Ekosistem Mangrove   110.800.000  110.769.500  99,97 

8 PEKK 8 Fasilitasi Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem 25.750.000  25.706.800  99,83 

9 PEKK 9  Supervisi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem UPT  90.950.000  90.899.692  99,94 

Total 800.000.000  797.349.626  99,67 
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Gambar 17. Grafik Efisiensi Penggunaan dana tahun 2019 per jenis kegiatan Pemulihan ekosistem 

 
Gambar 18. Prosentase efisiensi penggunaan dana pemulihan ekosistem tahun 2019 

Dalam penggunaan pendanaan DIPA tahun 2019, aspek kehati-hatian sangat menjadi perhatian 

dalam pelaksanaan. Kegiatan diterapkan sesuai dengan output yang akan dicapai. Dalam tahun 

2019, dilakukan penyesuaian DIPA (revisi RKAKL) dalam rangka akselesari percepatan output 

kinerja di Direktorat Kawasan Konservasi. Kegiatan review Peraturan Menteri Kehutanan nomor: 

P.48/Menhut-II/2014 menjadi prioritas bahan revisi RKAKL 2019, mengingat bahwa peraturan 

tersebut sudah kurang relevan dengan kebutuhan lapangan. 
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Gambar 19. Milestone capaian Pemulihan ekosistem 2015-2019 

Capaian pemulihan ekosistem berdasarkan milestone 2015-2019 memiliki korelasi yang 

signifikan. Beberapa capaian milestone 2015 – 2019 Pemulihan Ekosistem meliputi: 1). 

Tercapainya sinkroniasi program pemulihan ekosistem pada tingkat pusat dan UPT; 2). 

Terwujudnya prakondisi pemulihan ekosistem pada tingkat UPT (kajian dan penyusunan 

dokumen RPE); 3). Penguatan NSPK pemulihan ekosistem berupa pedoman pemulihan 

ekosistem mangrove; 4). Bimbingan teknis dan fasilitasi pemulihan ekosistem pada UPT; 5). ToT 

Pemulihan ekosistem mangrove; 6). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan ekosistem; 

dan 7). Peningkatan SDM pelaksana pemulihan ekosistem; 8). Update Simpulih; 9). Review 

Permenhut Nomor. P.48/2014. Berdasarkan milestone tersebut, IKK pemulihan ekosistem 

belum secara optimal tercapai, namun tetap memberikan hasil akhir yang signifikan. Hal ini 

terkait dengan beberapa kendala capaian pada milestone 2015 – 2019 yaitu: minimya 

pendanaan DIPA, terbatasnya mitra, dan terbatasnya NSPK pemulihan ekosistem kawasan 

konservasi dengan karakteristik ekologi yang beragam, rendahnya pelaporan dan base data PE 

yang belum konsisten. Upaya dalam mengatasi kondisi tersebut ditempuh dengan penguatan 

aplikasi SIMPULIH (Sistem Monitoring Pemulihan Ekosistem), mekanisme walidata, dan 

sinkronisasi perencanaan dan data antara pusat dan daerah. 
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Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.  

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai IKK 2015-

2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian kinerja kegiatan 

pembinaan desa penyangga sampai dengan tahun 2019 adalah 378 desa (binaan BBTN/BTN 

274  desa dan binaan BBKSDA/ BKSDA 104 desa) terdiri dari 547 kelompok yang telah 

menciptakan usaha ekonomi yang melibatkan 15.208 orang masyarakat.  

Jumlah usaha ekonomi yang dilakukan 547 kelompok dimaksud adalah 861 usaha, antara lain 

usaha wisata alam, budidaya pertanian, perikanan, peternakan, budidaya HHBK, kuliner, 

kerajinan tangan dan souvenir, pengolahan hasil perikanan, perdagangan dan penyewaan, 

biogas, dan lain-lain.  

 

   

Gambar 20. Usaha Jamur Tiram binaan Balai TN Bantimurung Bulusarauang (foto: inibani) 
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Gambar 21. Usaha pembuatan replika cenderawasih 

Jumlah kelompok binaan di desa penyangga meningkat setiap tahun, hal ini didukung oleh 

kegiatan pendampingan yang dilakukan UPT terhadap binaannya walaupun dengan berbagai 

keterbatasan di lapangan.  

Kegiatan pendukung Direktorat Kawasan Konservasi untuk mendukung pencapaian IKK ini 

antara lain:  

a. Penyusunan NSPK bidang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.  

Pada tahun 2019 telah dilakukan pembahasan draft Peraturan Dirjen KSDAE tentang 

Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagai turunan dari PermenLHK RI Nomor: 

P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.  

b. Supervisi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Kegiatan 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pembinaan desa yang dilakukan UPT.  

c. Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.  

Kegiatan antara lain fasilitasi pendampingan terhadap UPT, koordinasi dengan para pihak 

terkait (Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri), dan pertemuan-pertemuan.  

d. Pemberian penghargaan dalam rangka HKAN.  

Penghargaan diberikan kepada kelompok desa binaan UPT lingkup Ditjen KSDAE yang telah 

berperan dalam rangka mendukung kelestarian kawasan konservasi dan meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Penghargaan diberikan kepada: 
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(1) Pemenang pertama: Kelompok Kenanembey, Kampung Tablasupa, Depapre, Kabupaten 

Jayapura, Papua (kelompok binaan Balai Besar KSDA Papua).  

(2) Pemenang kedua: Samaenre Bersatu (SAMBER), Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (kelompok binaan Balai TN Bantimurung 

Bulusaraung).  

(3) Pemenang ketiga: Kelompok  Usaha Kejora, Desa Vega, Kecamatan Selimbau, Kabupaten 

Kapuas Hulu (kelompok binaan Balai  Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum).  

 

Capaian target kinerja tahun 2019 menunjukkan hasil yang signifikan dengan realisasi sebanyak 

146 desa dengan jumlah kelompok sebanyak 223 kelompok masyarakat. Dengan demikian 

capaian target PK tahun 2019 sebesar 189,61%.  Data kumulatif capaian IKK 4 secara detail 

terlampir. 

 

 

 

Gambar 22. Penghargaan pada HKAN tahun 2019 
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Tabel 16. Capaian IKK jumlah desa didaerah penyangga kawasan konservasi yang dibina 

Tahun Target 

RENSTRA 

Target PK Capaian 

Kumulatif 

(Desa) 

Prosentase Capaian 

(%) 

2015 77 77 77 100 

2016 77 77 97 125,97 

2017 77 77 118 153,25 

2018 77 77 232 301,29 

2019 77 77        378 490,90 

     

 

 

Gambar 23. Grafik Capaian IKK jumlah desa didaerah penyangga kawasan konservasi yang dibina 

 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Capaian pembinaan desa penyangga didukung oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Pendampingan intensif oleh pendamping/ fasilitator desa binaan terhadap kelompok 

binaan. 

2. Dukungan tokoh masyarakat yang memberi nilai/ pengaruh positif terhadap kemajuan 

kelompok binaan. 

 

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK ini antara lain : 

1. Jumlah penyuluh di UPT sebagai pendamping/ fasilitator yang masih sedikit tidak sebanding 

dengan jumlah desa binaan 
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2. Peningkatan kapasitas kelompok masih perlu ditingkatkan. 

3. Keterbatasan fasilitas dan biaya untuk kegiatan pembinaan. 

4. Kualitas dan pemasaran produk kelompok yang belum optimal. 

5. Masih lemahnya koordinasi dengan para pihak, sehingga terjadi penumpukan program dari 

berbagai instansi pada satu desa, di sisi lain terjadi kekosongan program di desa lain. Contoh 

: SPKP Samo-samo sebagai embrio kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu 

(binaan Balai TN Kepulauan Seribu) memiliki intervensi dinas dan mitra terkait  cukup baik, 

namun belum bersinergi dengan baik sehingga terjadi penumpukan program pada 

kelompok tersebut.  

6. Kegiatan berkaitan dengan usaha pelestarian kawasan konservasi berbasis masyarakat 

masih belum menjadi prioritas dalam program desa sehingga belum masuk ke dalam 

program desa. 

7. Pendataan dan penggalian potensi desa dan interaksi masyarakatnya dengan kawasan 

belum berjalan optimal. 

 

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut di atas, maka upaya tindak lanjut yang 

dapat dilakukan pada tahun 2020, yaitu 

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui penambahan SDM dan pelatihan 

pendamping/ fasilitator masyarakat; 

2. Mendorong UPT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi produktif berkelanjutan 

antara lain dengan pengemasan produk yang lebih menarik, sertifikasi produk, pemasaran 

produk dan lain-lain  

3. Mendorong dan memfasilitasi UPT dengan lembaga lain sehingga mengintegrasikan 

program konservasi ke dalam program pemerintah desa; 

4. Mendorong UPT untuk menugaskan pendamping desa/ penyuluh kehutanan/ staf lain yang 

ditunjuk untuk melengkapi data desa dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat pada 

http://simdpkk.menlhk.go.id 

5. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembahasan NSPK terkait pemberdayaan 

masyarakat sekitar kawasan konservasi.  

 

http://simdpkk.menlhk.go.id/
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Efisiensi Pendanaan 

Realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian IKK Pembinaan Desa 

Penyangga dan Pemanfaatan Zona Tradisional tahun 2019 adalah 94,56%. Efisiensi 

penggunaan pendanaan diuraikan sebagaimana gambar berikut: 

 

 
Gambar 24. Efisiensi penggunaan sumberdaya IKK jumlah desa didaerah penyangga kawasan 
konservasi yang dibina 
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Analisis Kinerja 

Target IKK “Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona/Blok Tradisional Yang Dikelola Melalui 

Kemitraan Dengan Masyarakat” atau sering disebut dengan Kemitraan Konservasi, sesuai 

dengan Renstra Ditjen KSDAE target tahun 2019 adalah seluas 20.000 Ha, sedangkan 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi Tahun 2019 adalah seluas 

13.200 Ha.  

Pada tahun 2019, capaian kinerja untuk IKK “Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada 

Zona/Blok Tradisional Yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat” telah melampaui 

target, yaitu seluas 503.365,73 Ha, yang terdiri dari kemitraan konservasi di wilayah darat 

seluas 23.070,17 Ha (4,58%) dan di wilayah perairan seluas 480.295,56 Ha (95,42%) Ha. Luas 

lokasi kemitraan konservasi darat terluas berada di TN Kayan Mentarang seluas 15.459,6 Ha, 

sedangkan untuk wilayah perairan terluas berada di wilayah perairan TN Wakatobi seluas 

419.282,67 Ha.  

Tabel 17. Luasan capaian  Kemitraan Konservasi 

Lokasi Luasan (Ha) Prosentase (%) 

Daratan  

1. Zona Tradisional 

 

23.070,17 

 

4,58 

Perairan 

1. Zona Tradisional 

2. Zona Pemanfaatan  

3. Zona Budidaya Bahari 

 

60.780,89 

419.282,67  

232,00  

 

12,07 

83,30 

0,05 

TOTAL 503.365,73 100 

 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 jo 

P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, lokasi kemitraan konservasi dapat dilakukan pada 

zona/blok tradisional atau zona/blok yang memiliki fungsi untuk pemanfaatan tradisional 

oleh masyarakat setempat di KPA perairan. Kemitraan konservasi di wilayah perairan terdiri 

dari zona tradisional perairan, zona pemanfaatan perairan dan zona budidaya bahari, yang 

berfungsi untuk pemanfaatan secara tradisional oleh masyarakat sekitar kawasan 

konservasi.  

Capaian kemitraan konservasi tahun 2019 berada pada 27 UPT di 29 unit kawasan 

konservasi, meliputi 23 taman nasional, 2 taman buru, 3 taman wisata alam, dan 1 taman 
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wisata alam laut. Jumlah dokumen PKS yang sudah ditanda tangan sebanyak 113 PKS, 

dilakukan pada 96 desa di 15 provinsi dengan melibatkan 113 kelompok masyarakat atau 

sekitar 3.743 orang masyarakat sekitar kawasan konservasi. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 18.  

 

Tabel 18. Capaian Kemitraan Konservasi tahun 2019 

Kegiatan kemitraan konservasi yang dilakukan pada zona/blok tradisional berupa pemberian 

akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), budidaya tradisional 

dan pemanfaatan perairan tradisional. Dari capaian kemitraan konservasi pada tahun 2019, 

akses yang diberikan adalah pemungutan HHBK sebesar 62%, pemanfaatan perairan 

tradisional sebesar 27% dan budidaya tradisional sebanyak 11%.  

 

Gambar 25. Grafik Jenis pemberian akses kemitraan konservasi 

Pemungutan Hasil 
Hutan Bukan Kayu

62%

Pemanfaatan Perairan 
Tradisional

27%

Budidaya Tradisional
11%

Jenis Pemberian Akses 
Dalam Kemitraan Konservasi

HHBK

Pemanfaatan Perairan Tradisional

Budidaya Tradisional

No. Pengelola Kawasan Konservasi Desa

 Zona 

Tradisional 

(Darat) 

 Zona 

Tradisional 

(Perairan) 

 Zona 

Pemanfaatan 

(Perairan) 

 Zona budidaya 

bahari 
 Total  

Jumlah 

Kelompok 

(PKS)

Jumlah 

Masyarakat

1 BBTN Gunung Gede Pangrango TN Gunung Gede Pangrango 10                   236,03                              -                                  -                              -                      236,03 10 215

2 BBTN Lore Lindu TN Lore Lindu 16 889,50                 -                            -                               -                            889,50                    16 252

3 BKSDA Aceh TB Lingga Isaq 3                   789,00                              -                                  -                              -                      789,00 4 153

4 BKSDA Bengkulu TWA Danau Tes 2 146,00                 -                            -                               -                            146,00                    2 53

5 BKSDA Jawa Barat TB Gunung Masigit Kareumbi 8 1.100,00             -                            -                               -                            1.100,00                11 385

TWA Cani Sirenjeng 1                   522,00                              -                                  -                              -                      522,00 3 129

TWA Lejja 1                   184,66                              -                                  -                              -                      184,66 3 125

7 BKSDA Sulawesi Tenggara TWAL Kepulauan Padamarang 1                   200,00                      200,00 1 76

8 BTN Alas Purwo TN Alas Purwo 2 -                            864,60                 -                               -                            864,60                    2 92

9 BTN Bali Barat TN Bali Barat 2 -                            287,91                 -                               -                            287,91                    5 185

10 BTN Baluran TN Baluran 1                   292,78                      292,78 1 55

TN. Sembilang 1 8.488,26             8.488,26                7 117

TN Berbak 3 -                            497,93                 -                               -                            497,93                    4 83

12 BTN Bukit Baka Bukit Raya TN Bukit Baka Bukit Raya 4 300,00                 -                            -                               -                            300,00                    4 120

13 BTN Bukit Dua Belas TN Bukit Dua Belas 1               1.540,80                   1.540,80 1 46

14 BTN Gunung Halimun Salak TN Gunung Halimun Salak 9                     92,55                              -                                  -                              -                         92,55 6 92

15 BTN Gunung Merapi TN Gunung Merapi 3                   249,69                              -                                  -                              -                      249,69 3 577

16 BTN Gunung Rinjani TN Gunung Rinjani 4                   203,19                              -                                  -                              -                      203,19 2 70

17 BTN Karimun Jawa TN Karimun Jawa 1                   148,00                   232,00                      380,00 1 15

18 BTN Kayan Mentarang TN Kayan Mentarang 2             15.459,60                              -                                  -                              -                15.459,60 2 189

19 BTN Kerinci Seblat TN Kerinci Seblat 1 10,00                   10,00                      1 20

20 BTN Matalawa TN Matalawa 1                     84,06                         84,06 1 20

21 BTN Rawa Aopa Watumohai TN Rawa Aopa Watumohai 1                   100,00                      100,00 1 25

22 BTN Taka Bonerate TN Taka Bonerate 5 -                            49.303,00           -                               -                            49.303,00              7 205

23 BTN Tambora TN Tambora 1                   767,51                      767,51 1 115

24 BTN Tesso Nilo TN Tesso Nilo 1                   202,80                     91,20                                  -                              -                      294,00 3 68

25 BTN Togean TN Togean 6 -                            300,00                 -                               -                            300,00                    6 74

26 BTN Wakatobi TN Wakatobi 4                              -                              -              419.282,67                              -              419.282,67 3 139

27 BTN Zamrud TN Zamrud 1 499,99                                      499,99 2 48

96 23.070,17           60.780,89           419.282,67            232,00                503.365,73            113 3743

11 BTN Berbak Sembilang

6 BKSDA Sulawesi Selatan

Total Tahun 2019
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Jenis-jenis HHBK yang dipungut antara lain getah pinus, damar, madu, kemiri, aren, rotan, 

rumput, buah-buahan, daun-daunan, bunga-bungaan, empon-empon, gaharu, jernang, 

minyak kelantang, porang, tebu, tumbuhan obat dan umbi-umbian. Budidaya tradisional 

berupa penanaman jenis buah, daun, rumput, serta budidaya ikan. Jenis-jenis pemanfaatan 

perairan tradisional meliputi pengambilan ikan, udang, dan rumput laut. Pengambilan jenis-

jenis tersebut dilakukan secara tradisional menggunakan alat tangkap sederhana yang tidak 

merusak lingkungan dan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat.  

 

Gambar 26. Jenis HHBK dalam kemitraan konservasi 

Laporan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2018 menyebutkan target 

Kemitraan Konservasi adalah seluas 20.000 Ha dengan capaian target seluas 40.318,13 Ha 

(150%). Bila dibandingkan dengan pencapaian IKK Kemitraan Konservasi pada tahun 2019, 

maka terjadi peningkatan luasan, jumlah lokasi UPT, jumlah lokasi desa, jumlah kelompok 

yang bekerja sama, serta jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kemitraan 

konservasi. 

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 – 2019 mencatat adanya target kinerja 

dan IKK “Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona/Blok Tradisional Yang Dikelola Melalui 

Kemitraan Dengan Masyarakat” seluas 100.000 Ha. Capaian IKK Kemitraan Konservasi 

selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: 
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Tabel 19. Capaian Kemitraan Konservasi tahun 2015-2019 

Tahun  Target (Ha) Capaian (Ha) 

Per Tahun Akumulasi 

2015 10.000                 387,50                  387,50  

2016 40.000                 787,45               1.174,95  

2017 60.000             64.096,71              65.271,66  

2018 80.000             10.570,15              75.841,81  

2019 100.000           503.365,73            579.207,54  

 

Data capaian yang disampaikan berbeda dengan data sebelumnya. Data pada tahun terakhir 

di 2019 merupakan akumulasi dan hasil rekapitulasi data-data capaian kerjasama kemitraan 

konservasi berdasarkan berkas verifikasi dan dokumen PKS yang sudah ditandatangani oleh 

pengelola kawasan konservasi (UPT Ditjen KSDAE) dan kelompok masyarakat yang bermitra. 

Dokumen tersebut memuat berbagai informasi penting yaitu kelompok masyarakat yang 

bermitra, lokasi dan luas area kemitraan, jenis akses yang diberikan, serta jangka waktu 

kemitraan. Informasi terkait kelompok masyarakat yang bermitra meliputi nama kelompok, 

jumlah dan domisili anggota kelompok. Informasi ini untuk memastikan bahwa penerima 

manfaat dari kawasan konservasi adalah masyarakt sekitar kawasan konsevasi;  

Pencapaian target IKK Kemitraan Konservasi cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Peningkatan capaian kemitraan konservasi tahun 2015 – 2019 tidak hanya dalam hal capaian 

luasan lokasi kemitraan konservasi, melainkan juga peningkatan sebaran lokasi desa dan 

keterlibatan masyarakat dalam kemitraan konservasi. 

Tabel 20. Capaian Kemitraan Konservasi Tahun 2015-2019 

Tahun  Luasan 

(Ha) 

JUMLAH 

PKS 

(Dokumen) 

Kawasan 

Konservasi 

UPT 

Pengelola 

Desa Masyarakat 

(Orang) 

2015 387,50 2 1 1 8 53 

2016 787,45 11 3 3 16 290 

2017 64.096,71 24 11 11 31 2.294 

2018 10.570,15 43 11 11 37 1.723 

2019 503.365,73 113 29 27 96 3.743 

 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi target IKK Kemitraan Konservasi 

antara lain: 

1. Rapat koordinasi dan Workshop Pemantapan dan Evaluasi Capaian IKK Pemberian Akses 

Pemanfaatan Zona/ Blok Tradisional KK dengan UPT lingkup Ditjen KSDAE; 

2. Bimbingan teknis dan fasilitasi pemberian akses Kemitraan Konservasi pada zona/blok 

tradisional terhadap staf teknis yang menangani kemitraan konservasi di UPT Ditjen 

KSDAE; 
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3. Melaksanakan koordinasi dalam proses pemberian akses Kemitraan Konservasi pada 

zona/blok tradisional dengan UPT Ditjen KSDAE, pemerintah daerah dan para mitra; 

4. Melaksanakan supervisi dan evaluasi pemberian akses Kemitraan Konservasi pada 

zona/blok tradisional terhadap UPT yang telah melakukan kemitran konservasi. 

 

Capaian IKK Kemitraan Konservasi telah melampaui target yang ditetapkan, namun 

secara substansi maupun teknis dalam pelaksanaan kemitraan konservasi masih 

menghadapi sejumlah kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 

kemitraan konservasi antara lain: 

1. Pengelola kawasan belum melakukan penataan atau melakukan revisi zonasi yang sesuai 

antara fungsi zona/blok dengan data potensi, kesesuaian dengan kondisi tutupan lahan 

dan pemanfaatan saat ini. Hal ini mengakibatkan beberapa usulan kerjasama kemitraan 

konservasi berada pada zona/blok non – zona/blok tradisional. 

2. Belum tersedia data potensi yang ada di zona/blok tradisional dan bentuk interaksi 

dengan masyarakat sekitar sebagai bahan dalam penyiapan proses kerjasama kemitraan 

konservasi. 

3. Perlu kecermatan dalam memilih dan menetapkan pendamping bagi kelompok 

masyarakat yang mengusulkan kerjasama kemitraan konservasi, agar manfaat sebesar-

besarnya dari kawasan konservasi tetap diterima oleh masyarakat sekitar kawasan 

konservasi.  

4. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. 

P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 jo P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, 

khususnya yang terkait dengan : 

a. Pasal 4 ayat (2) point e – Pemberian akses berupa wisata alam terbatas. Hal ini 

mengakibatkan kerancuan dengan pasal 9 yang menyebutkan wisata alam terbatas 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, 

PermenLHK No. P.8/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata 

Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata 

Alam hanya ditujukan untuk BUMN, BUMD, BUMS, koperasi atau pelaku usaha per 

orangan. Hal ini menyulitkan kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan 

kegiatan wisata alam di kawasan konservasi melalui pengembangan usaha 

penyediaan jasa wisata alam. 

b. Pasal 5 ayat (4) Pengambilan HHBK untuk komersial wajib memiliki ijin kumpul dari 

kepala unit pengelola dan dokumen SAT-DN sesuai ketentuan perundang-undangan, 

sedangkan kewenangan dalam mengeluarkan dokumen pengangkutan HHBK dari 

dalam kawasan konservasi (SATS-DN, Suket) perlu diatur lebih lanjut. 

c. Pengaturan mengenai pemungutan PNBP atas jenis-jenis HHBK yang dimanfaatkan 

oleh mitra/kelompok masyarakat sebagai implementasi dari kerjasama kemitraan 
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konservasi. Penetapan ini mencakup jenis-jenis HHBK yang dipungut PNBP-nya, 

besaran nilai pungutan PNBP, serta mekanisme pemungutan dan penyetoran. 

5. Masih beragamnya pemahaman dan interpretasi serta penerimaan terhadap 

perubahan paradigma baru dalam pemberian akses pada zona/blok tradisional pada 

tataran staf/pegawai lingkup UPT Ditjen KSDAE. 

6. Perlu pengaturan lebih lanjut untuk kemitraan konservasi di kawasan KSA (CA dan SM). 

Pengelolaan kawasan KSA (CA dan SM) tidak dimungkinkan adanya zona/blok tradisional, 

namun terdapat beberapa kawasan CA yang didalamnya terdapat pemukiman dan 

aktivitas lainnya oleh masyarakat.  
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Analisis Kinerja 

Target IKK Operasionalisasi KPHK Non TN pada Tahun 2019 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 

2015-2019 yaitu sebesar 100 unit, sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur 

Kawasan Konservasi Tahun 2019 besaran targetnya yaitu 60 unit. 

Pada tahun 2019, jumlah unit KPHK Non TN yang beroperasi yaitu sebanyak 106 unit. Jumlah 

tersebut sudah melampaui target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ( 266%). 

Pencapaian kinerja operasionalisasi KPHK Non TN juga cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 3 unit ( 2%), 

dan sebanyak 25 unit ( 24%) bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga realisasi 

kinerja Operasionalisasi KPHK hingga tahun 2019 telah memenuhi target jangka menengah 

sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 ( 106%). 

 
Gambar 27. Peta sebaran KPHK Non Taman Nasional 
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Capaian operasionalisasi KPHK Non TN sangat bergantung kepada penyelesaian tahapan 

penetapan wilayah KPHK Non TN oleh Direktorat PIKA dan Direktorat Jenderal PKTL, sehingga 

jumlah capaiannya dapat terus bertambah seiring dengan penetapan unit KPHK Non TN. 

Hingga akhir akhir tahun 2019 telah terbit Keputusan Menteri LHK terkait Pembentukan 

KPHK Non Taman Nasional sebanyak 109 SK, namun yang diproses ke tahap operasional 

hanya sebanyak 106 unit saja. Tiga unit yaitu KPHK Tambora, KPHK Jayawijaya, dan KPHK 

Morowali tidak dihitung, karena Tambora sudah menjadi taman nasional, Jayawijaya tidak 

kondusif untuk dikelola menurut BBKSDA Papua, dan Morowali mendapatkan 2 (dua) SK yang 

terbit pada tahun 2013 dan tahun 2017. 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Berbeda dengan operasionalisasi KPHL dan KPHP, operasionalisasi KPHK cenderung lebih 

cepat, karena unit-unit kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai KPHK sebelumnya 

memang sudah dikelola oleh UPT Ditjen KSDAE, terlepas dari tingkat efektivitas 

pengelolaannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka pada prinsipnya seluruh 

unit KPHK yang telah ditetapkan dapat dikatakan “telah beroperasi”. Untuk memperkuat 

pernyataan tersebut, selama tahun 2018-2019, Direktorat KK telah menyusun Pedoman 

Penilaian Operasional KPHK. Pedoman tersebut menilai “kesiapan” dari operasional KPHK -

yang sebagian besar memang dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang bersifat manajemen 

dan administratif- dan bukan menilai “kinerja” ataupun “efektivitas”, karena untuk mengukur 

kedua hal tersebut telah ada alatnya tersendiri yaitu METT. 

Pada tahun 2018 Direktorat KK telah melakukan uji petik penilaian terhadap 35 unit yang 

mewakili region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kemudian pada tahun 

2019, penilaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan metode self-assessment pada seluruh 

unit KPHK. 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebanyak 9 unit (8%) tergolong ke dalam kategori III 

“operasional”, sebanyak 94 unit (90%) masuk ke dalam kategori II “operasional dengan 

pendampingan”, dan sebanyak 3 (2%) unit mendapat kategori I “operasional dengan 

pembinaan intensif”. KPHK yang menunjukkan nilai paling tinggi yaitu KPHK Tangkoko (BKSDA 

Sulawesi Utara), yang kemudian disusul oleh KPHK Dangku Bentayan (BKSDA Sumatera 

Selatan) dan KPHK Pangi Binangga (BKSDA Sulawesi Tengah). 
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Gambar 28. Tingkat Opearsionalisasi KPHK 

Menindaklanjuti tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktorat 

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, berikut adalah milestone pencapaian target 

operasionalisasi KPHK Non TN. 

 

Gambar 29. Milestone Pencapaian target operasonalisasi KPHK 
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Berdasarkan pelaksanaan pencapaian target hingga tahun 2019, beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh Direktorat KK ke depan untuk membuat kinerja lebih baik lagi, diantaranya 

yaitu mendorong penyelesaian penyusunan policy paper KPHK yang akan membahas redesign 

kebijakan KPHK baik dari aspek pembentukan, kelembagaan, dan sebagainya. Hal tersebut 

dikarenakan dibutuhkan untuk kebijakan keberlanjutan operasional KPHK. 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK KPHK 

Kegiatan Anggaran/Realisasi/Persentase Realisasi 

Rapat Koordinasi 

Operasional KPHK 

               182.450.000 

                 182.422.467 

Koordinasi dan Pembinaan 

Pengelolaan KK 

              117.550.000 

              115.819.798 

Total Pagu 

Total Realisasi 

300.000.000 

 298.242.265 

 

% Realiasi Anggaran IKK KPHK 

(input) 
99,41% 

0,37 
Efisiensi IKK KPHK 

Masuk Kategori 

Efisien % Capaian IKK KPHK 

(output) 
266% 

Gambar 30. Efisiensi penggunaan sumberdaya IKK KPHK 

 

  

Pagu Realisasi 

99,41% 
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FACTSHEET : Kondisi Operasionalisasi KPHK 

 

 

 

 

 

  

Gambar 40. Peta Sebaran Operasional KPHK  
Gambar 31. Peta Sebaran Operasional KPHK 



 
69 

 

 

 

Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2018 sesuai Renstra 

Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar 34 Provinsi, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Direktur Kawasan Konservasi Tahun 2018 besaran targetnya juga 34 Provinsi. Terhadap 

target tersebut, Direktorat KK setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan 

kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE. 

Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima 

dari 34 Provinsi, meskipun belum semua UPT menyampaikan laporannya dengan baik, 

namun seluruh provinsi telah terwakili pelaporannya. Jumlah tersebut sudah mencapai 

target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (100%). Pencapaian kinerja perlindungan 

pengamanan kawasan konservasi cenderung konstan setiap tahunnya. Bila dibandingkan 

dengan tahun 2018 dan 2017 tidak terjadi peningkatan capaian (~%), sehingga realisasi 

kinerja perlindungan pengamanan kawasan konservasi hingga tahun 2018 telah memenuhi 

target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 

(100%). 

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat KK dalam memantau pelaksanaan kegiatan 

perlindungan dan pengamanan, antara lain : 1) Penyampaian laporan tidak rutin dan tidak 

sesuai dengan format; serta 2) Data kurang lengkap, tidak update dan masih diperlukan 

validasi. Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT Ditjen KSDAE dalam 

memaksimalkan upaya perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi, diantaranya 

yaitu kurangnya sumber daya pengamanan, baik dari sisi jumlah SDM, ketersediaan 

peralatan pendukung, maupun pendanaan. 

Menindaklanjuti tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktorat 

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, berikut adalah milestone pencapaian target 

perlindungan pengamanan kawasan konservasi. 
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Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK Perlindungan Pengamanan KK 

Kegiatan Anggaran/Realisasi/Persentase Realisasi 

Koordinasi dan Pembinaan 

Kegiatan Perlindungan KK 

     236.000.000 

                 235.715.104 

Updating Peta Konflik 

Tenurial di KK 

          109.457.000 

109.225.770 

Pemantauan dan Analisis 

Distribusi Hotspot 

 76.006.000 

   76.002.254 

Penanganan Permasalahan 

Kawasan Konservasi 

             214.352.000 

             214.293.376 

Bimtek Penanganan 

Konflik KK 

                537.665.000 

                  537.336.481 

Operasional Gugus Tugas 

Multipihak (GTM) 

           480.687.000 

                            480.531.799 

Total Pagu 

Total Realisasi 

                                                     1.654.167.000 

                                                    1.653.104.784 

 

% Realiasi Anggaran IKK Linhut 

(input) 
99,94% 

1,00 

Efisiensi IKK Linhut 

Masuk Kategori 

Efisien % Capaian IKK Linhut 

(output) 
100% 

Gambar 32. Efisiensi Penggunaan sumberdaya IKK Perlindungan KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pagu Realisasi 

99,94% 
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Factsheet                                                                                                                             
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B. Realisasi Anggaran 

Capaian realisasi anggaran Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2019 secara 

keseluruhan mencapai 93,09% atau sebesar Rp.24.500.376.728,- dari total PAGU anggaran 

DIPA Direktorat KK tahun 2019 sebesar Rp. 26.319.415.000,-. Besar anggaran yang tidak 

terealisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.819.038.272,- atau 6,91%. Namun demikian, semua 

output IKK dapat tercapai dan terwujud efisiensi penggunaan anggaran tersebut. 

 

Gambar 33. Capaian Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 

Rincian realisasi anggaran per komponen kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 secara 

rinci sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 21. Realisasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 

Kode Output / Komponen Pagu Realisasi sd 

Bulan Ini 

Sisa Anggaran  % 

Realisasi  

5419 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE  
5419.994 Layanan Perkantoran  

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor   
A Keperluan sehari hari perkantoran  1.179.588.000  1.157.657.525  21.930.475       98,14  

B Langganan Daya dan Jasa Sewa  237.320.000  231.053.340  6.266.660       97,36  

C Pemeliharaan Peralatan Kantor dan 

Kendaraan Operasional  

 471.952.000  450.956.767  20.995.233       95,55  

D Pembayaran Terkait Operasional 

Satuan Kerja  

251.280.000  251.280.000  -    100,00  

E Penataan arsip dan penghapusan non 

arsip lingkup Dit. KK 

124.860.000  122.403.000  2.457.000       98,03  

5421 Pengelolaan Kawasan Konservasi        

5421.001 Nilai Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Konservasi di tingkat Tapak Serta Keanekaragaman Hayati  

052 Bimbingan Teknis dan Supervisi   
A Penyusunan Laporan Hasil Peni-laian 

Efektivitas Pengelolaan KK di 

Indonesia  

45.300.000  43.935.000  1.365.000       96,99  

B Bimbingan Teknis Penilaian Efek-tivitas 

Pengelolaan Kawasan Konservasi 

dengan Metode METT  

293.000.000  292.442.669  557.331       99,81  

93%

7%

Capaian Anggaran Direktorat KK Tahun 2019

Realisasi Anggaran DIPA tahun 2019 Sisa Anggaran tahun 2019
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C Monitoring dan Evaluasi Pening-katatan 

Efektivitas Pengelolaan KK 

139.000.000  135.247.900  3.752.100       97,30  

053 Pembinaan dan Koordinasi   
A Pembinaan/ Koordinasi terkait Pe-    

ningkatan Efektivitas Pengel KK 

82.700.000  81.712.200  987.800       98,81  

5421.002 Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi  

052 Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan RPJP   
A Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Penyusunan Rencana Pengelo-laan 

Berdasarkan Permen LHK No. P.35 

 152.690.000  151.649.400  1.040.600       99,32  

053 Pembinaan dan Koordinasi   
A Koordinasi Perencanaan Pengelolaan 

Kawasan Konservasi  

146.750.000  145.954.800  795.200       99,46  

056 Monitoring dan Evaluasi   

A Penilaian dan Pengesahan Dokumen 

Rencana Pengelolan  

150.560.000  149.642.545  917.455       99,39  

5421.003 Luas Kawasan Konservasi yang Dipulihkan   

051 NSPK Pemulihan Ekosistem   

A Penyusunan Pedoman atau Petunjuk 

Teknis Pemulihan Ekosistem 

Mangrove  

81.300.000  81.276.063  23.937       99,97  

B Penyusunan SKB PE 2019  75.800.000  75.723.946  76.054       99,90  

052 Pengembangan Sistem Monitoring PE  

A Upgrade Sistem Informasi Pemulihan 

Ekosistem KK  

64.600.000  64.353.403  246.597       99,62  

B Review Permenhut no.48/Menhut-

II/2014 

137.950.000  135.904.979  2.045.021       98,52  

053 Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanaman  

A Koordinasi dalam rangka Pemulihan 

ekosistem (K/L, UPT, Mitra, Pemda dan 

Stakeholder) 

 128.200.000  128.067.596  132.404       99,90  

055 Peningkatan Kapasitas SDM   

A Fasilitasi Teknis Pelaksanaan 

Pemulihan Ekosistem di UPT 

 84.650.000  84.647.647  2.353     99,997  

B TOT Pemulihan Ekosistem Mangrove  110.800.000  110.769.500  30.500       99,97  

C Fasilitasi Kemitraan Konservasi 

Pemulihan Ekosistem 

25.750.000  25.706.800  43.200       99,83  

056 Monitoring dan Evaluasi   

A Supervisi Pelaksanaan Pemulihan 

Ekosistem UPT 

 90.950.000  90.899.692  50.308       99,94  

5421.004 Jumlah Usaha Ekonomi Produktif di Desa Sekitar KK  

051 Penyusunan NSPK   

A Penyusunan NSPK Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar 

Kawasan Konservasi  

28.710.000  27.842.500  867.500       96,98  

054 Bimbingan Teknis dan Supervisi   

A Supervisi dan Evaluasi Pember-dayaan 

Masyarakat di Sekitar KK 

 159.400.000  159.126.874  273.126       99,83  

B Koordinasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Sekitar KK  

206.420.000  200.533.949  5.886.051       97,15  

C Pemberian Penghargaan dalam 

Rangka HKAN  

55.470.000  55.031.652  438.348       99,21  
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5421.005 Luas Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Kawasan Konservasi  

052 Rakor/ Workshop Pemantapan dan Evaluasi Capaian IKK Pemberian Akses Pemanfaatan Zona/ Blok 

Tradisional KK  
A Workshop Pemantapan dan Evaluasi 

Capaian IKK Pemberian Akses 

Pemanfaatan Zona/ Blok Tradisional 

KK 

120.660.000  103.220.000  17.440.000       85,55  

053 Bimtek Fasilitasi Pemberian Akses Pemanfaatan dan Kemitraan di Zona/ Blok Tradisional KK  
A Bimtek Fasilitasi Pemberian Akses 

Pemanfaatan dan Kemitraan di Zona/ 

Blok Tradisional KK 

200.220.000  181.431.900  18.788.100       90,62  

056 Koordinasi Pemberian Akses Masyarakat Pemanfaatan di Zona/ Blok Tradisional dan Kemitraan  

A Koordinasi Pemberian Akses 

Masyarakat Pemanfaatan di Zona/ 

Blok Tradisional dan Kemitraan  

81.600.000  78.356.035  3.243.965       96,02  

057 Supervisi dan Evaluasi Pemberian Akses Pemanfaatan dan Kemitraan di Zona/ Blok Tradisional KK  
A Supervisi dan Evaluasi Pemberian 

Akses Pemanfaatan dan Kemitraan di 

Zona/ Blok Tradisional KK 

91.100.000  90.728.505  371.495       99,59  

B Informasi terkait pemberian akses 

pemanfaatan & kemitraan di zona / 

blok pemanfaatan 

23.035.000  21.655.222  1.379.778       94,01  

C Operasional Gugus Tugas Multipihak 

(GTM) 

153.633.000  152.699.279  933.721       99,39  

5421.006 Jumlah KPHK Pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional yang Beroperasi  
051 Peningkatan Pengelolaan KPHK   

A Rapat Koordinasi Penilaian 

Operasional KPHK  

182.450.000  181.256.467  1.193.533       99,35  

054 Pembinaan dan Koordinasi   

A Koordinasi dan Pembinaan terkait 

Pengendalian Pengelolaan KK 

117.550.000  117.269.798  280.202       99,76  

5421.007 Jumlah Gangguan Kawasan yang Berhasil diturunkan Pada KK Dengan Pengelolaan Kolaboratif Berbasis 

Masyarakat   
053 Bimbingan Teknis   

A Koordinasi dan Pembinaan Keg 

Perlindungan Kawasan Konservasi  

236.000.000  235.715.104  284.896       99,88  

055 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan   
A Updating Peta Konflik Tenurial di 

Kawasan Konservasi  

109.457.000  109.225.750  231.250       99,79  

B Posko Siaga Pemantauan dan Analisis 

Distribusi Hotspot di Kawasan 

Konservasi  

76.006.000  76.002.254  3.746     99,995  

C Pokja penanganan permasalahan KK 214.352.000  212.410.376  1.941.624       99,09  

D Inhouse Training Penanggulangan 

Konflik KK (2 Regional) 

537.665.000  537.246.481  418.519       99,92  

E Operasional Gugus Tugas Multipihak 375.687.000  375.580.799  106.201       99,97  

5421.010 Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem  

051 Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (HLN) 

A Biodiversity Conservation and Climate 

Protection in Gunung Leuser 

Ecosystem  

11.299.556.000  11.001.833.194  297.722.806       97,37  

052 Dana Pendampingan BCCCP-GLE (RMP)  

A Dana Pendampingan BCCCP-GLE  1.199.330.000  1.122.016.519  77.313.481       93,55  
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C Rapat koordinasi pelaksanaan proyek  88.660.000  85.760.000  2.900.000       96,73  

D Bahan Persediaan 127.010.000  124.986.000  2.024.000       98,41  

5421.970 Rapat koordinasi pelayanan proyek  

055 Layanan Dukungan Manajemen Satker   

A Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan   294.962.000  292.738.843  2.223.157       99,25  

B Penyusunan Laporan Keuangan Dit. 

KK (semester I dan II)  

18.500.000  18.330.000  170.000       99,08  

C Penyusunan LKj dan LCR Laporan 

Tahunan 2018 Dit. KK 

7.500.000  7.500.000      100,00  

D Pembinaan Pegawai Direktorat 

Kawasan Konservasi 

288.990.000  288.919.000  71.000       99,98  

E Penatausahaan BMN (Inventarisasi 

dan Penghapusan) 

132.670.000  131.583.709  1.086.291       99,18  

F Penyelenggaraan SPIP  77.378.000  76.525.538  852.462       98,90  

  JUMLAH 1 20.578.971.000  20.076.810.520  502.160.480  97,56 

 Belanja modal   

5421007 Pengelolaan Kawasan Konservasi   

055 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perlindungan KK  
E Operasional Gugus Tugas Multi Pihak 105.000.000  104.951.000  49.000  99,95 

5421.010 Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem  

051 Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem   
A Biodiversity Conservation and Clima-te 

Protection in Gunung Leuser Ecosystem  

4.700.444.000  3.899.759.008  800.684.992  82,97 

052 Dana Pendamping BCCCP - GN Leuser Ecosystem   
E Belanja modal peralatan dan mesin  185.000.000  168.856.200  16.143.800  91,27 

5421.951 Layanan Sarana dan Prasarana 

Internal  

        

995 Pengadaan Kendaraan Bermotor   
A Pengadaan Kendaraan Bermotor  750.000.000  250.000.000  500.000.000  33,33 

  JUMLAH 2 5.740.444.000  4.423.566.208  1.316.877.792  76,88 

            

  JUMLAH TOTAL 26.319.415.000  24.500.376.728  1.819.038.272  93,0886 
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BAB IV PENUTUP 

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2019 ini disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE 

Nomor : P.2/KSDAE/SET /REN.2/4/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa capaian 

kinerja rata-rata Direktorat KK tahun 2019 dalam upaya pencapaian terhadap 7 (tujuh) 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah sesuai target pada Perjanjian Kinerja Direktorat KK 

tahun 2019 dengan rata-rata mencapai 133,86%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian 

kinerja Direktorat KK sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target.  

2. Rincian capaian target kinerja Direktorat KK Tahun 2019 sebagai berikut: 

a) Capaian kinerja terhadap IKK berupa jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan 

efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% 

pada minimal 260 unit KSA/KPA dan TB pada tahun 2019 tercapai sebesar 125% 

atau tercapai sebanyak 100 unit dari target 80 unit.  

b) Capaian kinerja terhadap IKK jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan 

konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen 

pada  tahun 2019 sebesar 112% atau tercapai sebanyak 56 dokumen dari target 

50 dokumen. 

c) Capaian kinerja terhadap IKK: Luas kawasan konservasi terdegradasi yang 

dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan 

lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha tercapai sebesar 162,91% 

dibulatkan sesuai batas nilai maksimal menjadi 150% atau tercapai seluas 

28.830,94 ha dari target 17.697 ha. 

d) Capaian kinerja terhadap IKK: Jumlah desa di daerah penyangga kawasan 

konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun, telah tercapai sebesar 

189,61% dibulatkan sesuai batas nilai maksimal menjadi 150% atau tercapai 

realisasi sebanyak 146 desa (223 kelompok) dari 77 desa (186 kelompok) yang 

ditargetkan. 
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e) Capaian kinerja terhadap IKK: Luas Kawasan Hutan Konservasi pada Zona 

Tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha; 

telah tercapai sebesar 3.813,38% dibulatkan sesuai batas nilai maksimal menjadi 

150% atau tercapai realisasi seluas 503.365,73 ha dari target 13.200 ha yang 

ditetapkan.  

f) Capaian kinerja terhadap IKK: Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman 

nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit; telah tercapai sebesar 176,67% 

dibulatkan sesuai batas nilai maksimal menjadi 150% atau tercapai realisasi 106 

unit dari target 60 unit. 

g) Capaian kinerja terhadap IKK: Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan 

penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi; 

telah tercapai sebesar 100% atau tercapai realisasi sebanyak 34 provinsi (74 UPT) 

dari target 34 provinsi (74 UPT).  

3. Dukungan anggaran DIPA Direktorat KK pada tahun 2019 sebesar Rp. 26.319.415.000,- 

dengan realisai tahun 2019 sebesar Rp.24.500.376.728,- atau 93,09%, sedangkan sisa 

anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.819.038.272,- atau 6,91%. Namun 

demikian, semua output IKK dapat tercapai dan terwujud efisiensi penggunaan 

anggaran tersebut. 

 

B. IMPLIKASI 

Beberapa hal yang yang harus dilakukan Direktorat Kawasan Konservasi dalam upaya 

memperbaiki kinerja dan menghadapai tantangan ke depan, antara lain: 

1. Upaya untuk meningkatan efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi adalah 

bukan hanya tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi, karena efektivitas 

pengelolaan kk sangat tergantung dengan variabel yang juga menjadi tanggungjawab 

satuan kerja yang berada di bawah  Direktorat Jenderal KSDAE. Sehingga unit-unit KK 

yang ditargetkan untuk ditingkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaannya menjadi 

minimal 70% harus menjadi lokus target juga pada direktorat PIKA, KKH dan PJLHK. 

2. Perlu perhatian yang khusus terkait dengan belanja modal baik peralatan, mesin, sarana 

dan prasarana, sehubungan dengan pendataan dalam SIMAK BMN Direktorat Kawasan 

Konservasi ataupun mutasi ADK dari SIMAK-BMN Direktorat KK ke UPT penerima harus 

tuntas pada masa Semester 1 Laporan Keungan Direktorat KK Tahun 2020.  

3. Pada beberapa Indikator Kinerja yang terdapat perbedaan capaian antara target 

berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan target berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE perlu 

penelaahan lebih lanjut, terutama reformulasi strategi pencapaiannya. 

4. Tidak adanya bagian khusus yang menangani evaluasi dan laporan di Direktorat KK, 

menyebabkan terhambatnya penyusunan berbagai analisis dan penyusunan laporan 
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termasuk Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan sehingga perlu membentuk tim Ad Hoc 

sejak awal tahun perencanaan. 

5. Dengan tersusunnya LKj Direktorat KK Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat KK. Secara 

internal LKj ini dapat dijadikan penggiat untuk lebih meningkatkan capaian kinerja 

organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran program KSDAE terkait pengelolaan 

kawasan konservasi yang lebih baik. 

 

  



 
79 

 

LAMPIRAN 
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REKAPITULASI CAPAIAN 
       

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA TAHUN 2019 
   

         

NO UPT/UPTD NAMA KAWASAN FUNGSI NO SK TANGGAL SK PERIODE BERAKHIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A BALAI/BALAI BESAR TN               

1 BBTN Gunung Gede Pangrango 1 Gunung Gede Pangrango TN SK.179/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/9/2019 2019 - 2028 2028 

2 BTN Bali Barat 2 Bali Barat TN SK.538/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

3 BTN Berbak dan Sembilang 3 Berbak TN SK.8/KSDAE/SET/KSA.1/1/2019 1/10/2019 2019 - 2028 2028 

4 BTN Bunaken 4 Bunaken TNL SK.467/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 11/5/2019 2019 - 2028 2028 

B BALAI / BALAI BESAR KSDA               

1 BBKSDA Jawa Barat               

    5 Gunung Pancar TWA SK.266/KSDAE/SET/KSA.1/6/2019 6/24/2019 2019 - 2028 2028 

6 Yanlapa CA SK.265/KSDAE/SET/KSA.1/6/2019 6/24/2019 2019 - 2028 2028 

7 Sindangkerta SM SK.231/KSDAE/SET/KSA.1/6/2019 6/10/2019 2019 - 2028 2028 

2 BBKSDA Jawa Timur               

    8 Janggangan Rogojampi I CA SK.114/KSDAE/SET/KSA.1/4/2019 4/4/2019 2019 - 2028 2028 

9 Janggangan Rogojampi II CA SK.114/KSDAE/SET/KSA.1/4/2019 4/4/2019 2019 - 2028 2028 

10 Pulau Sempu CA SK.491/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 11/25/2019 2019 - 2028 2028 
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3 BBKSDA NTT               

    11 Hutan Bakau Maubesi CA SK.214/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/27/2019 2019 - 2028 2028 

12 Ale Aisio SM SK.212/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/27/2019 2019 - 2028 2028 

4 BBKSDA Papua                

    13 Pegunungan Cycloops CA SK.427/KSDAE/SET/KSA.1/10/2019 10/21/2019 2019 - 2028 2028 

5 BBKSDA Riau               

    14 Sungai Dumai TWA SK.380/KSDAE/SET/KSA.1/9/2019 9/18/2019 2019 - 2028 2028 

15 Pulau Berkeh CA SK.388/KSDAE/SET/KSA.1/9/2019 9/18/2019 2019 - 2028 2028 

16 Tasik Tanjung Padang SM SK.544/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

6 BKSDA Aceh               

    17 Janthoi CA SK.462/KSDAE/SET/KSA.1/10/2019 10/21/2018 2018 - 2027 2027 

7 BKSDA Bali               

    18 Panelokan TWA SK.129/KSDAE/SET/KSA.1/4/2019 4/15/2019 2019 - 2028 2028 

19 Danau Buyan-Danau Tamblingan TWA SK.445/KSDAE/SET/KSA.1/10/2019 10/29/2019 2019 - 2028 2028 

20 Gunung Batur bukit Payang TWA SK.129/KSDAE/SET/KSA.1/4/2019 4/15/2019 2019 - 2028 2028 

21 Sangeh TWA SK.445/KSDAE/SET/KSA.1/10/2019 10/29/2019 2019 - 2028 2028 

22 Batukahu I-III CA SK.445/KSDAE/SET/KSA.1/10/2019 10/29/2019 2019 - 2028 2028 

8 BKSDA Jawa Tengah               

    23 Jatinegara  CA SK.113/KSDAE/SET/KSA.1/4/2019 4/4/2019 2019 - 2028 2028 
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24 Pantodomas CA SK.386/KSDAE/SET/KSA.1/9/2019 9/18/2019 2019 - 2028 2028 

25 Gebugan CA SK.381/KSDAE/SET/KSA.1/9/2019 9/18/2019 2019 - 2028 2028 

26 Sepakung CA SK.381/KSDAE/SET/KSA.1/9/2019 9/18/2019 2019 - 2028 2028 

9 BKSDA Kalimantan Selatan               

    27 Pulau Kembang TWA SK.492/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 11/25/2019 2019 - 2028 2028 

10 BKSDA Maluku               

    28 Pulau Kasa  SM SK.96/KSDAE/SET/KSA.1/3/2019 3/28/2019 2019 - 2028 2028 

11 BKSDA NTB               

    29 Pulau Moyo TB SK.540/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

12 BKSDA Sulawesi Tengah               

    30 Gunung Sojol CA SK.317/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

31 Bakiriang SM SK.542/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

32 Bancea TWA SK.319/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

33 Gunung Tinombala CA SK.547/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

34 Landusa Tomata TB SK.319/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

35 Lombuyan SM SK.542/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

36 Morowali CA SK.543/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

37 Pamona CA SK.319/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

38 Pangi Binangga CA SK.317/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 
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39 Pati Pati SM SK.542/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

40 Pulau Pasoso TWA SK.317/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

41 Pulau Tokobae TWA SK.543/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

42 Tanjung Api CA SK.543/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

43 Tanjung Santigi SM SK.547/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 

44 Wera TWA SK.317/KSDAE/SET/KSA.1/7/2019 7/22/2019 2019 - 2028 2028 

13 BKSDA Sulawesi Utara               

    45 Nantu SM SK.162/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/3/2019 2019 - 2028 2028 

46 Gunung Ambang TWA SK.272/KSDAE/SET/KSA.1/6/2019 6/25/2018 2018 - 2027 2027 

14 BKSDA Sumatera Barat               

    47 Air Putih Kelok 9 TWA SK.471/KSDAE/SET/KSA.1/11/2020 11/18/2019 2019 - 2028 2028 

48 Malampah Alahan Panjang SM SK.485/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 11/18/2019 2019 - 2028 2028 

15 BKSDA Sumatera Selatan               

    49 Gunung Permisan TWA SK.496/KSDAE/SET/KSA.1/11/2019 11/29/2019 2019 - 2028 2028 

16 BKSDA Yogyakarta               

    50 Gunung Batu Gamping CA SK.176/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/7/2019 2019 - 2028 2028 

51 Gunung Batu Gamping TWA SK.176/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 5/7/2019 2019 - 2028 2028 

C UPTD TAHURA               

1 UPTD Bukit Sari 52 Bukit Sari THR SK.548/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 
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2 UPTD Tahura Gunung Tumpa 53 Gunung Tumpa H.V. Worang THR SK.133/IV-SET/2015 5/20/2015 2015 - 2024 2024 

3 UPTD Tahura Lapak Jaru 54 Lapak Jaru THR SK.515/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/17/2019 2019 - 2028 2028 

4 UPTD Tahura Mohamad Hatta 55 Dr. mohammad Hatta THR SK.100/KSDAE/SET/KSA.1/3/2019 3/28/2019 2019 - 2028 2028 

5 UPTD Tahura Orang Kayo Hitam 56 Sekitar Tanjung/Orang Kayo Hitam THR SK.541/KSDAE/SET/KSA.1/12/2019 12/31/2019 2019 - 2028 2028 
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